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ABSTRAK

Nama : Tri Theresa Tarigan
Program Studi Magister Kenotariatan
Judul : TINJAUAN YURIDIS MENGENAI RAHASIA BANK

DALAM PEMBERIAN JASA NOTARIS TERHADAP
BANK DAN PENGECUALIAN RAHASIA BANK
DAN RAHASIA JABATAN NOTARIS

Rahasia bank yang merupakan kerahasiaan hubungara dank dan nasabah
adalah suatu konsekuensi logis dari karakter udadwak sebagai lembaga
kepercayaan. Demikian halnya Notaris sebagai pejabaum yang diberikan

kepercayaan oleh negara dan masyarakat, juga rkerkdnsekuensi untuk

menjaga kerahasiaan dalam menjalankan tugas jalyatarOleh karena itu,

apabila seorang Notaris bertindak sebagai peméasai ferhadap bank, ketentuan
mengenai rahasia bank dan rahasia jabatan Notaria segala sanksi yang
mengikutinya apabila dilanggar, menjadi hal yangtipg untuk diperhatikan dan

dipatuhi. Namun yang menjadi permasalahan adalafilapkewajiban untuk

merahasiakan, baik oleh bank maupun Notaris dipeqiiean dengan kepentingan
umum atau penegakan hukum yang menghendaki ketabukkan rahasia bank
dan rahasia jabatan Notaris. Apabila ketentuanhlesiaan bank dan rahasia
jabatan Notaris merupakan suatu hal yang mutlakkanteal tersebut tentunya
menjadi hambatan bagi para penegak hukum untuk elesaikan perkara yang
terkait dengan kegiatan usaha bank dan Notarigtatea dalam mencegah dan
memberantas tindak pidana pencucian uang yang jatakg melibatkan bank

dan Notaris sebagai salah satu sarana yang menardgidea pelaku tindak

pidana pencucian uang. Oleh karena itu pembentudangiundang tentang

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pemawig di Indonesia telah

mengatur pengecualian mengenai kerahasiaan untukgurengi hambatan-

hambatan bagi para penegak hukum tersebut. Dengarggunakan metode

penelitian deskriptif analitis, penulis menyelesaikpermasalahan yang ada
dengan melakukan wawancara, membahas dan mengurdégan tepat dan

jelas mengenai pengaturan ketentuan rahasia balamdkaitannya dengan

pemberian jasa Notaris terhadap Bank serta penligcuahasia bank dan rahasia
jabatan Notaris dalam ketentuan mengenai tindalangidpencucian uang di

Indonesia.

Kata kunci: Rahasia Bank, Rahasia Jabatan Notanmglak Pidana Pencucian
Uang
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ABSTRACT

Name : Tri Theresa Tarigan
Study Program : Magister of Notary Program
Title : JURIDICAL OBSERVATION ON BANK SECRECY

IN RELATION TO NOTARY SERVICES GRANTED
AGAINST BANK AND THE EXEMPTION OF
BANK SECRECY AND NOTARY SECRECY

Bank secrecy is a confidential relationship betwbank and its customer that
become logical consequences from bank’s businesscter as a trust entity. The
same applies to a Notary as public officer whoiveig trust by state and society,
also has a consequence to keep such secrecy iruatorgd his/her liability.
Therefore, if Notary being acted as a service gtewio the bank, regulation on
bank secrecy and Notary secrecy including all sanstthat follow if those
secrecies being violated, inevitably become impuriaatters to be observed and
complied with. What becomes a problem is if theigdilon to keep the secret,
either by bank or Notary is confronted with puhilaterest or law enforcement
which requires disclosure on bank secrecy and Maacrecy. If the regulation
on bank secrecy and Notary secrecy are inalierthle those regulations could
turn into obstacle for the law enforcement officeysolve the case in relation to
business activities of bank and Notary, particylaml preventing and combating
crime on money laundering which often involves bamd Notary as one of
means to facilitate the person who conduct crimemamey laundering. In that
matters, legislators of crime on money launderingindonesia have already
stipulate the exemption on secrecy in order to cedwbstacles for law
enforcement. The writer solved the mentioned probley using the research
method of descriptive analytical through interviesiear discussion and precise
elaboration regarding with the bank secrecy reguiain relation to notary
services granted against bank and the enforceakiiemption of bank secrecy
and notary secrecy based on law regarding the ptiegeand combating crime on
money laundering in Indonesia.

Keywords: Bank Secrecy, Notary Secrecy, Crime omé&joLaundering
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam kehidupan bermasyarakat yang sederhana, gabuantara sesama
warga masyarakat umumnya berdasarkan pada kebiad@annorma yang
berasaskan nilai serta moral yang ada dan tumbda pwsyarakat itu sendiri.
Lain halnya dengan kehidupan bermasyarakat yan@ lketmpleks. Kepastian
hukum menjadi tumpuan dalam mekanisme roda kehrdupasyarakat karena
kesadaran masyarakat terhadap hukum sudah lebggi tisehingga hukum
digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan seteamgsalahan yang lebih
kompleks. Dalam konteks ini alat bukti yang kuathfadi suatu kebutuhan yang
mutlak dalam ranah penyelesaian secara hukumnDhidang hukum perdata,
alat bukti yang dimaksud berupa menuangkan segapuptan hukum ke dalam
bentuk akta otentik.

Keberadaan akta otentik menentukan secara jelasgenan hak dan
kewajiban para pihak dalam setiap perbuatan hukoemjamin adanya kepastian
hukum dan diharapkan dapat meminimalkan terjadisyatu sengketa dalam

hubungan hukum antara sesama warga masyarakat.

1
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Yang dimaksud dengan akta otentik berdasarkan keterPasal 1868 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut IRdrdata) adalah suatu
akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh ngdadang, dibuat oleh atau
di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuftitempat dimana
akta itu dibuatnyhatau dengan kata lain akta otentik adalah aktg gésuat oleh
pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguaeenurut ketentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan baik dengan madguopa bantuan dari yang
berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakéwk udimuat di dalamnya
oleh yang berkepentingén.

Unsur-unsur mengenai akta otentik yang diatur dal®awsal 1868
KUHPerdata adalah sebagai berikut:

1. Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan dalamudentenurut hukum.
2. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan péjamum.

3. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan p&jgang berwenang untuk

membuatnya ditempat dimana akta itu dibuat.

Namun Pasal 1868 KUHPerdata hanya merumuskan atdi dtentik dan tidak
menyebutkan siapa pejabat umum itu, bagaimana lesittanya dan kapan
pejabat umum itu berwenang sehingga secara implesial 1868 KUHPerdata
menghendaki adanya undang-undang yang mengatantgpejabat umum dan
bentuk aktanya.

Pengaturan secara tegas mengenai pejabat umum esdnk bakta yang
dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata kemudianrdjkiean oleh pembentuk
Undang-undang ke dalam suatu peraturan khusustupgn yang dimaksud yaitu

Team Nusantar&itab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek): Dengan
Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan, Cetakan Pertama,
(Jakarta: Nusantara, 2009), Psl. 1868.

Sudikno MertokusumoHukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat, (Yogyakarta,
Liberty: 1993), him. 121.

Universitas Indonesia
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Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabataaridl (selanjutnya
disebut UUJN) sehingga dapat dikatakan bahwa UUXMupakan peraturan
pelaksana dari Pasal 1868 KUHPerdata.

Menurut G.H.S Lumban Tobing mengenai Pasal 1868 ReHdata yaitu

sebagai berikut:

Di dalam Pasal 1868 KUHPerdata hanya menerangkaiyapy dinamakan
akta otentik, akan tetapi tidak menjelaskan siapagydimaksud dengan
“Pejabat Umum” itu, juga tidak menjelaskan tempabtaha ia berwenang
sedemikian, sampai dimana batas-batas wewenangaya bdgaimana
bentuk menurut hukum yang dimaksud, sehingga pemindang-undang

masih harus membuat peraturan perundang-undandak oengatur hal-

hal tersebut, satu dan lain diatur dalam peratjabatan Notaris, sehingga
dengan demikian dapat dikatakan bahwa peraturastalaliNotaris adalah
merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 1868 kkdldta, Notarislah
yang dimaksud dengan Pejabat Umunt itu.

Di dalam Pasal 1 ayat 1 juncto Pasal 15 ayat 1 Udiddbutkan bahwa
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuknbuaet akta otentik
mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetgpag diharuskan oleh
peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikakiendleh yang
berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentgnjamin kepastian tanggal
pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan greafiean dan kutipan akta,
semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itk fdga ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang laimgyditetapkan oleh undang-

undang'

%G.H.S., Lumban Tobind?eraturan Jabatan Notaris, Cetakan Keempat (Jakarta: Erlangga,
1996), him. 35.

“Indonesia (a)Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN.
No. 117 Tahun 2004, TLN. No. 4432, Psl. 1 ayai.1Pjsl. 15 ayat 1.
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Notaris di dalam menjalankan tugas dan kewenangasepagai pejabat
umum memiliki ciri utama, yaitu pada kedudukanngesfsinya) yang tidak
memihak dan mandiri (independen), bahkan dengaastatikatakan “bukan
sebagai salah satu pihak.” Notaris selaku pejabainu di dalam menjalankan
fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakayamgkut antara lain di
dalam pembuatan akta otentik sama sekali bukark pilia yang berkepentingan.

Notaris sekalipun ia adalah aparat hukum bukankabagai “penegak
hukum”, Notaris sungguh netral dan tidak memihgbakia salah satu dari mereka

yang berkepentingah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat diskapubahwa Notaris
sebagai Pejabat Umum merupakan jabatan kepercayaamn bersumber dari
negara dan masyarakat. Kepercayaan yang diberikeh pegara melalui
ketentuan Undang-undang adalah dengan mendelegasétzagian kekuasaan
Negara di bidang hukum perdata dalam mengatur lgamishubungan hukum
yang dilakukan oleh masyarakat untuk dituangkaardauatu akta otentik, oleh
karena itu ketika menjalankan tugasnya, Notarisbadiposisikan sebagai pejabat
umum yang mengemban tugas negara, sebagaimanayaypéra hakim, jaksa,
anggota dewan, duta besar, bupati walikota dan d$aipagainya. Sedangkan
kepercayaan dari masyarakat adalah dengan mempeeatay menghendaki atau
meminta agar perbuatan hukum yang dilakukan olesyarakat dituangkan
dalam suatu akta otentik yang memiliki kekuatantbysng sempurna.

Sejalan dengan itu, masyarakat yang telah memimekigpercayaan kepada
Notaris menghendaki pula agar Notaris senantiagalrasiakan setiap perbuatan
hukum yang dituangkan dalam isi akta beserta sdgdat&rangan yang diberikan

kepada Notaris dalam pembuatan akta yang bersanglatau apa yang dikenal

°Sjaifurrachman dan Habib Adjiéyspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan
Akta, Cetakan Ke-I, (Bandung: C.V. Mandar Maju, 201ii. 65.
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dengan rahasia jabatan Notaris. Adapun yang medgsir hukum sehubungan

dengan rahasia jabatan Notaris tersebut adalalyaidberikut:

1.

Pasal 4 ayat 1 UUJN mengenai sumpah jabatan ngtang wajib terlebih

dahulu diucapkan oleh seorang Notaris sebelum rsatekan jabatannya di
hadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, artamaberbunyi sebagai
berikut:

Saya bersumpah/berjaniji:

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara lkepudionesia,
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Repufdi@nésia Tahun
1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris ser&tusan perundang-
undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengarahmajur, seksama,
mandiri, dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku sayaallan menjalankan
kewajiban saya sesuai dengan Kode Etik Profesprkesitan martabat, dan
tanggung jawab saya sebagai notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterayaag diperoleh
dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatarba@ik secara langsung,
dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dak &ikkan memberikan
atau menjanijikan sesuatu kepada siap&pun.

Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN yang mengatur batei@m menjalankan
jabatannya, notaris antara lain berkewajiban meaiakan segala sesuatu
mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterayagam diperoleh guna
pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jab&eryali Undang-

Undang menentukan lain.

® Indonesia (a)pp.cit., Psl. 4 ayat 1.

"Ibid., Psl. 16 ayat (1) huruf e.
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3. Pasal 54 UUJN yang mengatur bahwa Notaris hanyatdapmberikan,
memperlihatkan, atau memberitahukan isi akfasse akta, salinan akta
atau kutipan akta kepada orang yang berkepentifayegsung pada akta,
ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, keditntukan lain oleh
peraturan perundang-undandan.

4. Pasal 322 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidaanag ymengatur
bahwa barang siapa dengan sengaja membuka rahasi@ wajib
disimpannya karena jabatan atau pencariannyayaail sekarang, maupun
yang dahulu, diancam dengan pidana penjara padntal9 (sembilan)
bulan atau denda paling banyak Rp.600,- (enam Raipiah)?

Sebagaimana diketahui, bahwa pengertian rahasi& bdalah segala
sesuatu yang berhubungan dengan nasabah penyimaansichpanannys.
Pengertian ini meliputi unsur subyektif, yaitu divasabah dan unsur obyektif,
yaitu simpanan nasabah. Di Indonesia pengertiambads disamakan antara
nasabah perorangan dan badan usaha atau badan fiakgrkesemuanya harus

dirahasiakan mengenai simpanannya.

Sehubungan dengan kedudukan bank yang seringkaddepada posisi
lebih kuat, perlindungan rahasia bank diatur dalandang-undang dengan
dilengkapi aturan pemidanaan bagi pelanggar kedentahasia bank. Secara
umum terdapat tiga alasan mengapa ketentuan rabasia perlu diatur dan
dilindungi. Pertama, untuk meyakinkan dan menenangkan nasabah kedika

menyerahkan keterangan pribadinya yang bersifahsitahkepada bank yang

8 bid., Psl. 54.

®Indonesia (b), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Srafrecht), Staatsblad
No. 732 Tahun 1915, Psl. 322 ayat 1.

Yndonesia (c),Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 Tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN. No. 182 Tahun 1998, TIiN¢.
3790, Psl. 1 angka 28.
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mempunyai hubungan kontraktual dengannya. Penyerdteterangan dan
dokumen yang bersifat rahasia ini sudah tentu ukeldntungan kedua belah
pihak. Bank tidak dapat menjalankan tugas dan ug@hapabila nasabah tidak
memberikan dan menyediakan berbagai keterangandipagukan.Kedua, agar
nasabah mau menyimpan uangnya di bank, maka ralm#adi tentang
penyimpan dan simpanannya haruslah dirahasiaketiga, pengaturan rahasia
bank di dalam undang-undang suatu negara biasamasadkan pada pola
berpikir dikotomis, yaitu adanya negara/pemeringahg berkuasa di satu pihak
dan adanya rakyat yang tunduk pada negara/penmednfahak lain. Oleh karena
itu perlu adanya pengaturan ketentuan rahasia bafkk membatasi campur
tangan negara/pemerintah pada kehidupan pribagatiaya’

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana tkldlah dengan
Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbatédah disahkan dan
diundangkan pada tanggal 10 Nopember 1998 (untldgnjsénya disebut UU
Perbankan/1998). Dalam kerangka perbaikan dan pehga perekonomian
nasional, walaupun UUP erbankan/1998 hanya merapatevisi, bukan
mengganti keseluruhan pasal-pasal Undang-undangamen lama, namun
dilihat dari pokok-pokok ketentuannya, perubahanmyancakup penyehatan
secara menyeluruh sistem Perbankan, tidak hanyyepatan bank secara
individual. Oleh karenanya masalah-masalah yarapnddapinya pun cukup luas,
yang dapat mempengaruhi secara mendasar arah [erkgam perbankan

nasional.

Salah satu perubahan yang terdapat dalam UU Pehd®8 adalah
ketentuan mengenai rahasia bank. Apabila dilihat @l@za yang dijabarkan pada
paragraf ke-8 Penjelasan Umum UU Perbankan/1998)bakan ketentuan

mengenai rahasia bank cenderung dihubungkan demgam peningkatan fungsi

Yyunus Husein,Rahasia Bank: Benturan Antara Privas Dan Kepentingan Umum,
Ringkasan Disertasi, (Universitas Indonesia: Fakultas Hukum Pascaa8arj2003), him. 8.
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kontrol sosial terhadap lembaga perbankan. Intilpenan ketentuan rahasia bank

menurut UU Perbankan/1998 jika dibandingkan denketentuan yang lama

adalah perlunya peninjauan ulang atas sifat ked@ntahasia bank yang selama
ini sangat kaku dan tertutup. Jadi walaupun rahlaaiik merupakan salah satu
unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sebalgmnbaga kepercayaan
masyarakat yang mengelola dana masyarakat, namun Pdtbankan/1998
menetapkan untuk tidak merahasiakan seluruh aspel ditatausahakan oleh
bank.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, perubakgntuan rahasia bank
dalam UU Perbankan/1998 apabila dibandingkan dekatang-Undang No. 7
Tahun 1992 (untuk selanjutnya disebut UU Perbardle®®) antara lain mengenai
hal-hal sebagai berikut:

1. UU Perbankan/1992 memberi pengertian atas rahasik $ebagai segala
sesuatu yang berhubungan dengan keuangan danlHalrhdari nasabah
bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajiahdsiakan.
Berkenaan dengan pengertian tersebut, UU Perbar@&@h/menjelaskan
bahwa yang menurut kelaziman dunia perbankan wigj@hasiakan adalah
seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatg berhubungan
dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang daarbgang diketahui oleh
bank karena kegiatan usahanya. Dengan demikianepeny rahasia bank
sebagaimana ditetapkan UU Perbankan/1992 sangatda&k menyangkut
obyek maupun kedudukan nasabahnya. Hal ini berdedgan pengertian
yang dianut UU Perbankan/1998, yang mengartikaasiahbank sebagai
segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangagemai Nasabah
Penyimpan dan Simpanannya. Pengertian segala segarag berhubungan
dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dapar&nnya
memang tidak ada penjelasannya secara rinci, ngmeagertian rahasia
bank sebagaimana ditetapkan UU Perbankan/1998astagais membatasi
kedudukan nasabah yang wajib dirahasiakan ketemagga yakni hanya

Nasabah Penyimpan. Dalam penjelasan Pasal 40 skiga bilamana
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nasabah bank adalah Nasabah Penyimpan yang sekaliga sebagai

Nasabah Debitur, bank wajib tetap merahasiakanrdmsgen tentang

nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyildpterangan

mengenai nasabah selain sebagai Nasabah Penyiimgean merupakan
keterangan yang wajib dirahasiakan.

Sebagaimana menjadi ketetapan dalam UU Perbanléh/d® dalam UU

Perbankan/1998 juga memberi pengecualian kepad#-pihak serta untuk

kepentingan tertentu dalam rangka mendapatkan atggan yang wajib

dirahasiakan mengenai nasabah bank. Bahkan UU rikad998
memperluas pihak dan kepentingan tersebut, sehisggara keseluruhan
menjadi sebagai berikut:

a. bagi pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan;

b. bagi pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang N&gamdia Urusan
Piutang Negara (BUPLN/PUPN) untuk penyelesaianapigit bank
yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN;

c. bagi polisi, jaksa atau hakim untuk kepentinganagian dalam
perkara pidana;

d. bagi pengadilan dalam perkara perdata antara baekgadh
nasabahnya,

e. bagi bank lain dalam rangka tukar menukar informaasar bank;

f. bagi pihak lain yang ditunjuk oleh Nasabalknympan atas
permintaan, persetujuan atau kuasa Nasabah Pemyimpa

g. bagi ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpaandalal Nasabah
Penyimpan telah meninggal dunia.

Di samping tujuh pihak tersebut di atas, masihapatl pihak-pihak lain

yang dapat dikecualikan dari ketentuan rahasia ,bardkni Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK), Akuntan Publik, dan Badangawas Pasar

Modal (Bapepam).

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris.... Tri TheresadrarigH Ul, 2012

Tinjauan yuridis..., Tri Theresa Tarigan, FHB Ul, 2012.



10

Terhadap pengecualian sebagaimana disebutkanadi rlu dipenuhi
Syarat-syarat dan prosedur tertentu bilamana gfitakk ingin mendapatkan
keterangan yang wajib dirahasiakan. UU Perbank&/1thenetapkan
bahwa perintah atau izin tertulis bagi pengecuakala pada Menteri
Keuangan, sedangkan UU Perbankan/1998 yang mempseyaangat
kemandirian Bank Indonesia, telah menetapkan badesiatah tertulis atau
izin pengecualian tersebut ada pada Pimpinan Badknesia. Menurut
Pasal 1 butir 21 jo butir 20 UU Perbankan/1998,gydimaksud Pimpinan
Bank Indonesia adalah pimpinan Bank Sentral Rebuldidonesia.
Sedangkan dalam perkara perdata yang terjadi arttar&k dengan
nasabahnya, serta dalam rangka tukar menukar iaframtar bank, tidak
ada perbedaan antara UU Perbankan/1992 dengan WharniRan/1998,
dimana keduanya mengizinkan direksi bank untuk nméoignasikan
keterangan mengenai nasabahnya.

Disamping memperberat ancaman pidana perbuaaag yelah dikenal
dalam UU Perbankan/1992, yakni perbuatan yang tesgagaja memaksa
bank atau pihak terafiliasi memberikan keterangamgywajib dirahasiakan
tanpa membawa perintah tertulis atau izin; dan ysen yang dengan
sengaja memberikan keterangan yang wajib  dirahasjak UU
Perbankan/1998 menambah satu jenis perbuatan piokamnayang tidak
dikenal dalam UU Perbankan/1992. Yakni perbuatalama yang dengan
sengaja tidak memberikan keterangan yang wajibndipe sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A. Denganyadegtentuan ini
berarti bank dan pihak terafiliasi bukan saja beytang jawab untuk tidak
mengungkapkan rahasia bank kepada pihak-pihak tidag berwenang,
melainkan juga bertanggung jawab untuk memberildarkngan mengenai
rahasia bank bilamana telah dipenuhi syarat-syatah prosedur

pengecualian sebagaimana diatur UU Perbankan/1998.
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Notaris yang menyediakan jasa bagi bank termasbkgse pihak yang
terafiliasi dan menurut UU Perbankan/1998 sebagaante@lah disinggung di atas,
yang wajib menyimpan rahasia bank adalah Bank daakPTerafiliasi. Adapun
yang dimaksud dengan Pihak Terafiliasi berdasatkdnPerbankan/1998 antara
lain adalah pihak yang memberikan jasa kepada I&eikagai konsekuensi logis,
Notaris yang membuat akta antara bank dengan rasamamiliki kewajiban
untuk ikut menyimpan rahasia bank tersebut, dameamalian untuk membuka
rahasia bank dalam perkara pidana atau perkaraatpeahtara bank dengan
nasabah, hanya boleh dilakukan dengan perintah peesetujuan tertulis dari
Pimpinan Bank Indonesia.

Memahami hubungan antara rahasia bank yang diaalamd UU
Perbankan/1998 dan rahasia jabatan yang diatumdalelJN, dalam hal ini
haruslah menggunakan para meter dsas Sesialis Derogat Lex Generalis,
dimana UU Perbankan/1998 merupakan ketentuan krdesu$JUJN merupakan
Ketentuan Umum, dalam arti Notaris yang memberijeaa bagi bank, wajib
menyimpan rahasia bank khususnya untuk akta-akitg yhbuat antara bank

dengan nasabah.

Selain itu, pelaksanaan perlindungan hukum sesragah ketentuan Pasal
66 UUJN terhadap Notaris yang memberikan jasa baigk atau Notaris sebagai
pihak terafiliasi, hanya dapat dilakukan oleh MajdPengawas Daerah Notaris
setelah terlebih dahulu mendapatkan perintah atsefujuan tertulis dari

Pimpinan Bank Indonesia.

Perlu untuk diketahui pula bahwa dalam UU Perbatile88 terdapat
beberapa pengecualian dimana rahasia bank tidi&betan untuk membukanya
tidak memerlukan persetujuan tertulis dari PimpiBank Indonesia. Diantaranya
yaitu dalam hal berkaitan dengan Tindak Pidana ri®sme, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), Narkotika dan Tind&kaRfa Pencucian Uang
(Money Laundering). Namun hal yang akan dibahas lebih lanjut dalesnstini
adalah pengecualian pembukaan rahasia bank dalahinkdak Pidana Pencucian
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Uang (Money Laundering) sebagaimana telah diatur secara tegas dalam gndan
undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dabePantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang yang telah diundangkan ddakbesejak tanggal 22
Oktober 2010 (untuk selanjutnya disebut UU TPPURO1

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penulis ak&muangkan hasil
penulisian ilmiah dengan judul*TINJAUAN YURIDIS MENGENAI
RAHASIA BANK DALAM PEMBERIAN JASA NOTARIS TERHADAP
BANK DAN PENGECUALIAN RAHASIA BANK DAN RAHASIA
JABATAN NOTARIS.”

1.2. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telgiaparkan
sebelumnya maka Penulis memfokuskan penulisangades pokok permasalahan

sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan ketentuan rahasia bank sddaraus dalam
kaitannya dengan pemberian jasa Notaris terhadak”Ba

2. Bagaimana pengaturan mengenai pengecualian kebarnaketentuan
rahasia bank dan rahasia jabatan Notaris dalam ngadadang Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasalak TiRidana
Pencucian Uang di Indonesia?
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1.3. TUJUAN PENULISAN
1.3.1. Tujuan Objektif
Tujuan objektif dari penulisan ini adalah:
a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan ketentahasia bank
secara khusus dalam hal pemberian jasa NotariadaphBank atau
Notaris sebagai pihak terafiliasi berdasarkan katenPerbankan.
b.  Untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang Nomtahin 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PREmaucian
Uang mengatur mengenai pengecualian terhadap:
1. keberlakukan ketentuan rahasia bank menurut tyvara
perundang-undangan di bidang perbankan; dan
2. keberlakuan ketentuan rahasia jabatan Notarisnuraoe

peraturan perundang-undangan mengenai JabatarigNotar

1.3.2. Tujuan Subyekiif

Tujuan subyektif dari penulisan ini adalah:

a. Untuk memperoleh data-data dan informasi lengledyagai hasil dari
penelitian untuk menjawab permasalahan yang adamdabngka
penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu t systak
memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Univassihdonesia.

b. Untuk menambah wawasan dan mendalami berbagtrimang

diperoleh baik di dalam maupun di luar perkuliahan.

1.4. MANFAAT PENULISAN

Melalui penulisan ini diharapkan dapat memberikaanfaat yaitu sebagai
berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

a. Secara teoritk mencoba menerapkan konsep tgang

digunakan dalam hal Notaris memberikan jasa tegh&aak.
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b. Bagi penulis, penulisan ini merupakan saranaukuriielajar
memecahkan masalah secara ilmiah dan memberikan
sumbangan pemikiran berdasarkan disiplin ilmu ydipgroleh
selama perkuliahan khususnya analisa mengenaiiaabask

dan rahasia jabatan Notaris.

c. Bagi civitas akademika, dapat memberikan inf@iniambahan

dan bahan kajian untuk dapat melakukan penelitmaialn.
2. Manfaat Secara Praktis

Untuk menambah pengetahuan di bidang hukum perbapieaa
umumnya dan khususnya dari pemberian jasa Noenhsdap Bank
serta untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magidalam

bidang Kenotariatan di Universitas Indonesia.

1.5. METODE PENULISAN

Dalam membahas serta menganalisis masalah ini,liPenenggunakan
penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat ksmkaart? Sesuai dengan
rumusan masalah maka tipilogi penelitian yang dadgan deskriptif analitis yakni
mendeskripsikan dan menganalisis temuan-temuan yddgpat. Penulisan
deskriptif analitis ini dimaksudkan untuk melukiska menggambarkan,
membahas dan menguraikan dengan tepat dan jelagensn pengaturan
ketentuan rahasia bank dalam kaitannya dengan pembasa Notaris terhadap
Bank serta pengecualian rahasia bank dan rahd&sitajaNotaris dalam ketentuan
mengenai tindak pidana pencucian uangngy laundering). Suatu penelitian
yang bersifat deskriptif bermaksud untuk memberi#ata yang seteliti mungkin
tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala laideygan maksud terutama

untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapambaretu di dalam

25ri Mamudii, et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), high. 3
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memperkuat teori-teori lama atau dalam menyusuri-teori bard® kemudian
melakukan interpretasi serta analisis terhadap yhatg terkumpul guna mencari
jawaban dari permasalahan yang diteliti.

Bahan-bahan yang digunakan untuk membahas permasalaukum
berasal dari bahan-bahan pustaka dan literatwadite yang ada(library
research).’* Tujuan digunakannya metode ini adalah untuk merarenaran
teoritis tentang masalah yang diteliti.

Bahan-bahan hukum yang digunakan terbagi mengalikélompok sebagai
berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum pargjfat utama
dan mengikat. Bahan hukum primer yang digunakamkupenulisan ini terdiri
dari:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabadtaris.

N

Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana tklddah
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentarpfean.

5. Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindagtarii

Pencucian Uang.

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pehaagdan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¥Soerjono Soekantd?engantar Penelitian Hukum, Cet.1, (Jakarta: Universitas Indonesia
Press, 1984), him. 52.

“bid., him. 15.
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Di samping itu wawancara dengan narasumber sekag#er data primer
yaitu data yang diperoleh secara langsung darirmmo dengan menggunakan
pedoman wawancara yang dilakukan dengan pihak pe&ngubungan dengan
penulisan tesis yaitu pengurus Majelis PengawasatPieotaris dan Ketua
Kelompok Hukum dari Pusat Pelaporan dan Analisisn$aksi Keuangan
(PPATK).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yangberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer. Tidak rkapginamun dapat
digunakan sebagai penunjang dari yang primer. Bab&am sekunder ini seperti
buku-buku, artikel pada makalah atau koran, majatadia-media internet, dan
hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukwmtdng rahasia bank, rahasia
jabatan notaris dan tindak pidana pencucian ualdpaB hukum sekunder ini
diperlukan guna memperoleh kerangka teoritis damarigka konsep dari
permasalahan yang diteliti.

C. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang emdwai petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum pdarersekunder seperti
kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum. Bahan htgsier ini dibutuhkan
guna mencari pengertian atau definisi suatu istdatluk menunjang landasan
hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dararigka teoretis dan

kerangka konsep yang diperoleh dari bahan hukunmsksk.

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dpnétasi dan dianalisis
oleh Penulis. Analisis dilakukan secara kualitagsuai dengan sifat data yang
diperoleh Penulis, hal ini guna membantu Penulisnjat@skan fakta dan

menjawab permasalahan yang ditulis.
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1. 6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sebuah sistematika penulisan sangat diperlukamdsiatu penulisan tesis,
agar penulisan tesis ini menjadi teratur dan tbrafastematika pada penulisan
tesis ini dibagi dalam 3 (tiga) bab, yaitu sebdwgpikut:

BABI: PENDAHULUAN

Dalam bab ini Penulis menguraikan mengenai latdakibeg yang
mendasari penulisan ini, permasalahan yang akaaha#) tujuan
penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan yadiggnakan

dalam penyusunan tesis ini, serta mengenai sistar@nulisan.

BABIl: PENGATURAN KETENTUAN RAHASIA BANK DAN
PENGECUALIAN KETENTUAN RAHASIA BANK SERTA
RAHASIA JABATAN NOTARIS DALAM UNDANG-UNDANG
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG

2.1. Lembaga Perbankan dan Rahasia Bank

Sub bab ini memuat tentang karakteristik dan pemgat
lembaga perbankan di Indonesia, prinsip pergaulegiakan
perbankan di Indonesia, pengertian dan perkembangzmg
lingkup rahasia bank, perubahan ketentuan rahaark lali
Indonesia dan pihak-pihak yang wajib merahasiakamasia
bank.

2.2. Notaris dan Rahasia Jabatan Notaris

Sub bab ini memuat tentang jabatan Notaris, kekuata
pembuktian akta Notaris, hubungan hukum Notarigdemara

pihak/penghadap dan pengawasan terhadap Notaris.
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2.3. Tindak Pidana Pencucian UaiMp(iey Laundering)

Sub bab ini memuat tentang pengertian pencuciag (nomey
laundering), proses pencucian uang, unsur tindak pidana
pencucian uang dan pengaturan mengenai pencucian dia

Indonesia.
2.4. Analisis

Sub bab ini membahas mengenai perlindungan hukcmadep
Notaris berdasarkan Undang-undang tentang Jabatdari$y
kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta, pamgn
ketentuan rahasia bank dalam kaitannya dengan pembasa
Notaris terhadap bank dan pengeculian ketentuaasiatbank
dan rahasia jabatan Notaris berdasarkan Undangagridamor
8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasiak T
Pidana Pencucian Uang.

BAB Ill:  PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir, Penulis akan meaigain penutup
dari keseluruhan penulisan tesis ini yang berisiateg simpulan dari
bab-bab sebelumnya dan sekaligus merupakan jawadias
permasalahan yang dikemukakan pada rumusan massdia
mengemukakan saran-saran yang relevan dengan pdaimas yang

Penulis telah kemukakan pada Bab |.
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BAB ||
PENGATURAN KETENTUAN RAHASIA BANK

DAN PENGECUALIAN KETENTUAN RAHASIA BANK SERTA
RAHASIA JABATAN NOTARISDALAM UNDANG-UNDANG TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG

2.1. LEMBAGA PERBANKAN DAN RAHASIA BANK

2.1.1.Karakteristik Dan Pengaturan L embaga Perbankan di |ndonesia

Perbankan di Indonesia mempunyai karakteristik yamgdikit berbeda
dengan corak perbankan yang lazim di negara-net@ma Perbedaan ini
dipengaruhi oleh ideologi Pancasila dan tujuan regeng tercantum dalam
Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian dijabardalam Keputusan
Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Garis-GarisaBdsaluan Negara.
Karateristik yang berbeda ini terlihat jelas daleehidupan perbankan Indonesia,
yaitu:

1. Perbankan Indonesia berasaskan demokrasi ekarergan menggunakan
prinsip kehati-hatian. Perbankan yang didasarkapad® demokrasi

“Muhamad DjumhanaHukum Perbankan di Indonesi€etakan Ke-1, (Bandung: Citra
Aditya Bhakti, 2000), him. 3.
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ekonomi mempunyai arti bahwa masyarakat memegaragae aktif dalam

kegiatan perbankan dan didukung oleh pemerintahg yamemberi

pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekongerta
menciptakan iklim yang sehat bagi perkembanganadusaha di Indonesia.

Perbankan dengan fungsi utamanya sebagai penghidgsupengatur dana

masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaanapguman nasional

dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbutamomi, dan
stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejadnteaiakyat banyak.

2. Perbankan Indonesia sebagai sarana untuk memzelikesinambungan
pelaksanaan pembangunan masyarakat Indonesia yhindaa makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1Pdlaksanaan
perbankan Indonesia harus lebih memperhatikan &siser, keselarasan,
dan keseimbangan unsur-unsur Trilogi Pembangunan.

3. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsitdaggung jawabnya
kepada masyarakat harus senantiasa bergerak cepat menghadapi
tantangan yang semakin luas dalam perkembanganomionasional
maupun internasional.

Untuk mencapai maksud dan tujuan sesuai dengaktkastk tersebut di
atas, maka Pemerintah menetapkan Undang-Undang mN@m®dahun 1992
tentang Perbankan sebagaimana telah diubah méshjading-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perbankatlf Perbankan/1998"). Pada Pasal 1 angka (1)
UU Perbankan/1998 dijelaskan bahwa Perbankan adasdghla sesuatu yang
menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaamtiegusaha, serta cara dan
proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Segala sesuatu yang menyangkut tentang perbankamipakan sesuatu
usaha yang memproses dan melaksanakan kegiataii sapeya dilakukan oleh

bank, apalagi menamakan lembaganya sebagai baekutiperbankan. Setiap
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kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat damyaturkannya kepada
masyarakat harus mendapat izin sebagai bank.

Sebagaimana halnya diatur dalam Pasal 16 ayat (lL)Perbankan/1998
yaitu setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimgana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu mewiphrizin usaha sebagai
bank umum atau bank perkreditan rakyat dari PimpiBank Indonesia, kecuali
kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksatdrddengan Undang-
Undang tersendiri.

Pengaturan lembaga perbankan dalam UU Perbank&t&@Sebut lebih
sangat maju dibandingkan dengan ketentuan-keteny@eny termuat dalam
undang-undang terdahulunya serta diarahkan agaait dapmpu menghadapi
kondisi globalisasi dunia, perkembangan mutakhirbdlang perbankan, dan
tantangan serta tuntutan perekonomian internasiétal tersebut dapat diamati
dari ketentuan yang ada, seperti penyederhanaenank, bentuk badan hukum
yang menaungi bank, diatur lebih jelas dan hanyage®al bentuk perseroan,
perusahaan daerah, koperasi dan perseroan terbditaslehkannya bank
melakukan kegiataan penyertaan mddaidanya keharusan bank memberikan
informasi kepada nasab&h:diperkenalkannya beberapa jasa perbankan yang
baru, juga pengaturannya lebih jelas; diaturnyalpihihak terkait dengan bank
atau pihak terafiliasi dalam operasional bank sedslih jelas dan cakupannya
tidak hanya untuk dewan komisaris, direksi dan &amn bank saja, tetapi juga

mencakup mereka yang berprofesi sebagai penunjegigtkn perbankan, yaitu

®Munir Fuady,Hukum Perbankan ModerGetakan Ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bhakti,
2003), him. 61.

YIndonesia (c)op.cit.,psl. 7 huruf b dan c.

¥bid., psl. 29 ayat (4) dan penjelasannya.
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konsultan hukum, akuntan publik, dan lembaga pieilau profesi lain yang

ditetapkan dengan peraturan, termasuk Notaris.

2.1.2.Prinsip Pergaulan K egiatan Perbankan Di Indonesia

Dalam kegiatan dunia perbankan di Indonesia tetdpjpeak-pihak yang
berkepentingan, yang secara langsung maupun tagsling terlibat dalam dunia
perbankan. Pihak-pihak yang terlibat dalam duniebgquekan tersebut meliputi
pihak pemerintah atau negara yang diwakili oleh kKBarmonesia, pihak bank
pelaksana Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyatpdek nasabah bank.

Salah satu ciri sistem perbankan yang sehat dasierfiadalah dapat
terpeliharanya kepentingan nasabah dengan baik, ryemupakan pilar kegiatan
industri perbankan, di samping negara yang dalamnhaliwakili oleh Bank
Indonesia dan pemilik bank yang diwakili oleh peareg saham?

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa baudkj tari nasabah
penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpatahadasabah yang
menempatkan dananya dalam bentuk simpanan berdasgrjanjian bank
dengan nasabah yang bersangkutan, sedangkan natethialr adalah nasabah
yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaanldsarkan prinsip syariah
atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkampandank dengan nasabah
yang bersangkutzf.

Hubungan antara nasabah dengan banknya dipengaiahdleh jenis bank
tersebut, artinya hubungan antara nasabah dan y@artk bersifat konvensional
akan berbeda dengan bank syariah. Namun dalam kbdotuk hubungan

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usmatykum PerbankanCetakan Pertama, (Jakarta,
Sinar Grafika: 2010), him. 24.

2 Indonesia (c)op.cit.,Psl. 1 angka 16-18.
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tersebut, pada dasarnya berpijak pada suatu koselsmgaimana gambaran di

bawah ini%*

1) Nasabah penyimpan, menginginkan:

a) Keamanan

Uang mereka yang tersimpan di bank dalam keadaam alan pada

waktunya dapat mereka terima kembali. Oleh kard¢ona mereka

membutuhkan perlindungan. Bentuk perlindungan kipgsn para

deposan, antara lain:

(1)

(2)
3)

(4)

(5)

Persetujuan pengangkatan pimpinan oleh lembggag
ditunjuk.

Penetapanash ratioataureserve requirement

Capital adequacyatau kecukupan modal, yang berfungsi

sebagai penyerap atas kerugian kegiatan banki diksiga.
Pencegahan kejatuhan bank yang dilaksanakangaden
pengawasan bank oleh bank sentral. Hal ini untukcegah
terjadinyabank pani¢ yang dapat menimbulkan ketidakstabilan
moneter.

Pengumuman neraca bank.

Ketentuan yang dapat menjadi dasar perlindungarabas
seperti diuraikan di atas, perlindungan keamanani@ysh
mengarah pada operasional kegiatan perbankan deearaan
umum, oleh karenanya selain itu perlu pula perlnmgdun yang
lebih bersifat pribadi langsung kepada nasabaHeatain khusus,

artinya perlindungan lebih dahulu datang dari nabalitu

ZMuhamad DjumhanaAsas-asas Hukum Perbankan Indong§latakan Ke I, (Bandung:
PT Citra Aditya Bakti: 2008), him. 181-183.
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sendiri karena memahami suatu produk jasa perbagkag
ditawarkan.
b) Bunga Tinggi
Harga atau nilai terbaik bagi uang yang mereka siggan pada
bank, berupa tingkat bunga yang cukup menarik hagireka.
Keinginan para deposan dapat terpenuhi jika pesamtdari pihak
bank bersifat kompetitif karena deposan berada gailgpenawaran,
sementara bank-bank berada pada sisi permintadalil8g/a, dalam
pasar jasa-jasa finansial, maka bank-bank beradia §iai penawaran
dan para konsumen berada pada sisi permintaan.
2) Sedangkan nasabah peminjam menginginkan perlalkesama équal
treatmeny, biaya murah dan pelayanan yang baik.

2.1.3.Pengertian dan Perkembangan Ruang Lingkup Rahasia Bank

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubdeggan keuangan
dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menuraizkebn dunia perbankan tidak
boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak mastaDalam hubungan ini,
yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bad#lah seluruh data dan
informasi mengenai segala sesuatu yang berhubweyagan keuangan, dan hal-
hal lain dari orang dan badan yang diketahui okefikikarena kegiatan usahanya.

Konsep rahasia bank bermula timbul dari tujuan kimelindungi nasabah
bank yang bersangkutan. Hal ini nyata terlihatkee@€ourt of Appealinggris
secara bulat memutuskan pendiriannya dalam kaBusrnier v. National
Provincial and Union Bank of Englanthhun 1924 suatu putusan pengadilan
yang kemudian menjadeading caselaw yang menyangkut ketentuan rahasia
bank di Inggris dan kemudian diacu oleh pengadi@ngadilan negara-negara

lain yang menganutommon lawsystem. Bahkan 60 tahun sebelum putusan
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Tourniertersebut, yaitu dalam perkafaster v. The Bank dfondontahun 1862
juri telah berpendapat bahwa terdapat kewajiban bagk untuk tidak boleh
mengungkapkan keadaan keuangan nasabah bank yasandlaitan kepada
pihak lain. Namun pada waktu itu pendirian terséditm memperoleh afirmasi
dari putusan-putusan pengadilan berikutA$a.

Timbulnya pemikiran untuk perlunya merahasiakandkea keuangan
nasabah bank sehingga melahirkan ketentuan hukurgenai kewajiban rahasia
bank, adalah semula bertujuan untuk melindungi kipgan nasabah secara
individual. Ketentuan rahasia bank di Swiss, yatatu negara yang dikenal
mempunyai ketentuan rahasia bank yang dahulunyagplettat di dunia, adalah
juga semula bertujuan untuk melindungi kepentingesabah bank secara
individual. Pada waktu itu ketentuan rahasia baeisitat mutlak; artinya tidak
dapat dikecualikan karena alasan apapun fiiga.

Ketentuan rahasia bank di Swiss lahir mula-mulaubehgan dengan
kedudukan Swiss sebagai negara yang netral seeaiaidnal. Alasan pertama,
dalam abad ke-17, ribuan kadduguenotsdari Perancis melarikan diri ke Swiss
oleh karena mereka dikejar-kejar atau dilakukarygsaan-penyiksaan terhadap
mereka sehubungan dengan agama yang mereka arartaf@ mereka itu
kemudian ada yang menjadi bankir, dan mengingird@gar supaya kerahasiaan
dari nasabah-nasabah mereka untuk urusan-urusandganya di negara asalnya
dirahasiakan.

#sutan Remy Sjahdeini, “Rahasia Bank: Berbagai MdwsdDisekitarnya,” (makalah
disampaikan sebagai bahan diskusi mengéegal issuesseputar Pengaturan Rahasia Bank
bertempat di Bank Indonesia, JI. MH Thamrin NoJ&arta. Senin, 13 Juni 2005), him. 3.

2 bid., him. 3-4.
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Alasan kedua adalah sehubungan dengan dikejamlg@jaorang-orang
Yahudi di waktu rezim Nazi berkuasa di Jerman padain1930-an dan 1940-
an?*

Namun perkembangan sehubungan dengan keadaark pialiim negeri,
keadaan sosial, terutama yang menyangkut timbukejahatan-kejahatan di
bidang money laundering, dan kebutuhan akan adanya stabilitas ekonomi,
terutama stabilitas moneter, telah menimbulkan #dian akan perlunya
pelonggaran terhadap kewajiban rahasia bank yartakniu. Artinya, apabila
kepentingan negara, bangsa dan masyarakat umura dalahulukan daripada
kepentingan nasabah secara pribadi, maka kewajiaawk untuk melindungi
kepentingan nasabah secara individual itu (dalanmidak boleh mengungkapkan
keadaan keuangan nasabah) harus dapat dikesampir@&atoh yang konkrit
mengenai hal ini adalah berkaitan dengan kepemimg@gara untuk menghitung
dan memungut: 1) pajak nasabah yang bersangkutgenihdakan korupsi, dan
3) pemberantasanoney laundering®

Merupakan hal yang kontradiktif bahwa dalam haltlealentu, justru demi
kepentingan negara, bangsa dan masyarakat umuehetiétaki agar kewajiban
rahasia bank diperketat. Kepentingan negara yamgldiud adalah pengerahan
dana perbankan untuk keperluan pembangunan. Kegantinegara, bangsa dan
masyarakat umum itu dilandasi oleh alasan bahwanjdipg tingginya dan
dipegang teguhnya kewajiban rahasia bank merupé&icor terpenting bagi
keberhasilan bank dalam upaya bank itu mengeralt&knngan masyarakat.

Selain itu terganggunya stabilitas moneter adalaira lain dapat diakibatkan

#Dennis Campbell (General Edljternational Bank Secrecyl,¢ndon: Sweet & Maxwell,
1992), him. 663.

%sjahdeini Joc. cit
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oleh runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadapameab karena terlalu
longgarnya rahasia bank. Dalam kaitan itu, undamtpog yang mengatur
mengenai rahasia bank harus tidak memungkinkanjkewarahasia bank secara
mudah dapat dikesampingkan dengan dalih karena nkegan umum
menghendaki demikian.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan lzalkewajiban rahasia
bank yang harus dipegang teguh oleh bank adalabnbs&mata-mata bagi: (1)
kepentingan nasabah sendiri, tetapi juga (2) bagklyang bersangkutan dan (3)

bagi kepentingan masyarakat umum sendiri.

2.1.4.Perubahan K etentuan Rahasia Bank Di Indonesia

Pengaturan rahasia bank untuk pertama kali dilakyb@da tahun 1960
dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Penggddntiang-Undang
(PERPU) Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Basmkgd&uran rahasia bank
ini mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pdrabh&etentuan rahasia bank
ini dapat dikelompokkan dalam dua bagian besaty y@bagai berikiff
a. RahasiaBank Mdiputi Segala Macam Nasabah

Pengertian rahasia bank yang meliputi segala matasabah ditemukan
baik pada PERPU Nomor 23 Tahun 1960, Undang-Undémmor 14 Tahun
1967, maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.t8kka luas, karena
meliputi baik nasabah penyimpan dana maupun naspbapguna jasa bank
lainnya. Peraturan perundang-undangan yang pertemiadan satu-satunya
mengatur khusus mengenai masalah rahasia ban#atdhaPeraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 23 Tahun .196Qis peraturan

%Yunus HuseinRahasia Bank Dan Penegakan HukuPetakan pertama, (Jakarta: Pustaka
Juanda Tiga Lima, 2010), him. 87.
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perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dailala “Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang”, bentuk yangpliasama dengan
“Undang-undang Darurat’. Dengan hanya memperhatikamis peraturan

tersebut, sulit untuk disimpulkan bahwa masalalas@hbank ini diatur dalam
keadaan kegentingan yang memaksa sebagaimanadh#or Pasal 22 Undang-
Undang Dasar 1945. Pengaturan dalam bentuk PER#M desebabkan keadaan
negara pada waktu itu yang posisi kekuasaan ekdglautdi bawah pimpinan

Presiden Soekarno sangat kifat.

Filosofi pengaturan masalah rahasia bank ini dittasapada pertimbangan
untuk kepentingan bank yang dalam menjalankan wgahamemerlukan
kepercayaan dari masyarakat. Pengaturan rahaskadadem PERPU ini kurang
lengkap dan kurang jelas. Pasal 2 PERPU menyataf&wa Bank tidak boleh
memberikan keterangan-keterangan tentang keadaaandg&n langganannya
yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang hamahabiakan bank menurut
kelaziman dalam dunia perbankan. PERPU Nomor 23uiah960 tidak
menjelaskan apa yang dimaksud dengan “keadaan ¢g@woian‘langganannya”
dan “hal-hal lain” yang harus dirahasialén.

Kemudian PERPU Nomor 23 Tahun 1960 digantikan @lelang-Undang
Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbaiikamulai berlaku sejak
Januari 1968, dan didalamnya mengatur masalahiaabask dalam beberapa
pasal. Tidak ada perubahan filosofi antara pengattahasia bank dalam PERPU

Nomor 23 Tahun 1960 dengan pengaturan dalam Undadgng Nomor 14

?"Yunus Husein,Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Um@et. 1, (Jakarta:
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitambsgia, 2003), him. 193-194.

“bid.

®Indonesia (d)Undang-undang tentang Pokok-pok®&rbankan, UU No. 14 Tahun 1967,
LN. No. 34 Tahun 1967, TLN No. 2842.
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Tahun 1967, yaitu rahasia bank ini diperlukan uritebentingan bank sendiri
yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang meagimangnya di barnk.
Dilihat dari “tempat” pengaturan terlihat sedikérkunduran, yaitu dalam PERPU
Nomor 23 Tahun 1960 mengenai rahasia bank diataraekhusus, sedangkan
dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 pengatataasia bank disisipkan
dalam Undang-Undang Pokok Perbankan dan ditempatda Bab VII dengan
judul “Ketentuan-ketentuan lain”.

Masalah rahasia bank diatur pada Bab VII dengarul ju¢etentuan-
ketentuan lain yang terdiri dari dua pasal, yaiasd® 36 dan 37. Pasal 36 yang
mengatur mengenai pengertian dan ruang lingkup siahbank menyatakan
bahwa bank tidak boleh memberikan keterangan-kegera tentang keadaan
keuangan nasabahnya yang tercatat padanya danalhd®in yang harus
dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalamadperbankan, kecuali dalam
hal-hal yang ditentukan dalam Undang-undang. Péagerahasia bank yang
diatur dalam Pasal 36 juga tidak jelas, terutamag®eai pengertian: “keadaan
keuangan nasabah” dan *“hal-hal lain” yang harusahdisiakan menururt
kelaziman dunia perbankan. Untuk memperoleh kejaladas masalah tersebut,
Jaksa Agung Republik Indonesia menanyakan secdnéidenengenai pengertian
kedua istilah tersebut kepada Menteri Keuangan.

Menteri Keuangan dalam suratnya Nomor: R-25/MK/I¥069-Rahasia
tanggal 4 Juli 1969 dan R-29/1V/7/1969 tanggal dt&mber 1969 menjelaskan,
bahwa®!

“Yang dimaksud dengan:

*bid., bagian penjelasan psl. 36.

*Husein,Rahasia Bank Dan Penegakan Hukum , op.aitm. 89-90.
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“keadaan keuangan nasabah yang tercatat padafgtakeadaan mengenai

keuangan yang tercatat pada bank yang meliputisagapanannya yang

tercantum dalam semua pos-pos passiva dan posis yang merupakan

pemberian kredit dalam pelbagai macam bentuk kepadang

bersangkutan”.

“hal-hal lain yang harus dirahasiakan yang dd@nk menurut kelaziman

dalam dunia perbankan” ialah segala keterangamngnborang dan badan

yang diketahui oleh bank karena kegiatan dan usahsebagai dimaksud

dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1%6{l, gntara lain:

- pemberian pelayanan dan jasa dalam lalu linesgubaik dalam
maupun luar negeri;

- mendiskontokan dan jual beli surat-surat berharga

- pemberian kredit”.

Penjelasan Menteri Keuangan tersebut mempertegergman ketentuan

rahasia bank yang berlaku baik bagi nasabah pemyingana maupun bagi

nasabah peminjam dana. Selanjutnya Pasal 37 daelgsamnya mengatur

mengenai beberapa pengecualian dari ketentuaniaabask. Pertama, untuk

kepentingan perpajakan. Kedua, kepentingan peradiiEam perkara tindak

pidana®? Selanjutnya penjelasan Pasal 37 mengatur dua temhzengecualian

yang ketiga, yaitu untuk kepentingan pengawasarpdarbinaan bank oleh Bank

Indonesia, dan keempat, untuk kepentingan inforiaatsir bank.

Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan rahasia fedatif ringan, yaitu

hukuman penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun tdan/denda setinggi-

tingginya Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah). Sar&ssebut diberlakukan sama,

baik untuk pelanggaran berupa “memaksa memberikégrdngan yang bersifat

*ndonesia (d), psl. 37 ayat (2).
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rahasia bank® maupun untuk pelanggaran berupa “memberikan kegara
tentang hal-hal yang harus dirahasiakih”.

Di samping itu, Pasal 37 ayat (3) mengatur bahwgghta Direksi atau
pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberiktgrangan yang wajib
diberikannya menurut Pasal 32 (dalam rangka pergg@wedan pembinaan bank
oleh Bank Indonesia) dan Pasal 37 (pengecualiaenkein rahasia bank)
diancam dengan hukuman penjara selama-lamanyaasnjebulan atau denda
setinggi-tingginya Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah

Dalam periode ini, tidak ditemukan adanya putusamgpdilan yang
menghukum pelanggaran terhadap ketentuan Pasala@6Pdsal 37 tersebut.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun ,1B&ERPU Nomor 23
Tahun 1960 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 digam dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbay&ag berlaku sejak 25
Maret 1992. Walaupun filosofi yang mendasarinyaimaama, terlihat sedikit
kemajuan dalam pengaturan rahasia bank dibandingl@mgaturan dalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Undang-Undangdd’ Tahun 1992
mengatur masalah rahasia bank ini dalam beberags, paitu Bab | Ketentuan
Umum dalam Pasal 1 angka 16 dan Bab VIl berjudiaR&a Bank dalam Pasal-
pasal 40, 41, 42, 43, 44, 45 dan Pasal 47. Permgainr walaupun masih belum
lengkap, tetapi sedikit lebih baik dibandingkan gam pengaturan dalam Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok dPdedm>°

*Indonesia (d)op.cit.,psl. 39 ayat (1).
*bid., psl. 39 ayat (2).

*Husein,Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum, ophtin. 197.

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris.... Tri TheresadrarigH Ul, 2012

Tinjauan yuridis..., Tri Theresa Tarigan, FHB Ul, 2012.



32

Pasal 1 angka 16 mendefinisikan rahasia bank desggala sesuatu yang
berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dagbah bank yang menurut
kelaziman dunia perbankan wajib dirahasialaBelanjutnya Pasal 40 ayat (1)
melarang bank untuk memberikan keterangan-ketenaygag tercatat pada bank
tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari bahsga, yang wajib
dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalamadperbankan. Pasal 40 ayat
(2) menetapkan, bahwa kewajiban merahasiakan iakue juga untuk pihak
terafiliasi®’ Pengertian terafiliasi diatur dalam Pasal 1 arifk&Jndang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 memberikan say&sy berbeda
terhadap pelanggaran ketentuan rahasia bank “membakek memberikan
keterangan yang bersifat rahasia bank” dengan ggéaan berupa “memberikan
keterangan yang bersifat rahasia bank”. Pasal 4f @) menyatakan bahwa
barang siapa tanpa membawa perintah tertulis demtéti Keuangan kepada
bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 atau itanpslenteri Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dengan semgiagaksa bank atau pihak
terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagainuamaksud dalam Pasal 40,
diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tigayn dan denda paling
banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar Rupidh).

Sementara itu Pasal 47 ayat (2) menyatakan, bahwggota dewan
komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak teedil yang dengan sengaja
memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan nuénBasal 40, diancam
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun ddanda paling banyak
Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah). Dari persarutersebut terlihat bahwa

*Indonesia (c)pp.cit.,psl 1 angka 16.
*Ibid., psl. 40.

Bbid.,psl. 47 ayat (1).
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sanksi terhadap pihak yang memaksa bank membekitanangan yang bersifat
rahasia bank, lebih berat dibandingkan dengan saekkadap pihak yang
memberikan keterangan yang bersifat rahasia &ank.

Ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalamarigridndang Nomor
7 Tahun 1992 masih terlalu singkat, sederhana deank jelas, tetapi ruang
lingkupnya sangat luas, sehingga belum menjawabraettintas permasalahan
mengenai rahasia bank. Misalnya pengertian rahdmak juga masih
menimbulkan penafsiran yang berbeda, terutama meangeasalah pengertian
“keadaan keuangan” atau “hal-hal lain” yang wajikaldasiakan. Dengan ruang
lingkupnya yang luas menimbulkan persepsi bahwaapseketerangan yang
bersifat individual nasabah selalu bersifat rahasaaun apabila data nasabah itu
bersifat global, tidak menyebutkan data atau kagga individual, maka hal
tersebut bukan termasuk rahasia bank, misalnya tEttang total Kredit

Pemilikan Rumah dari suatu baffk.

b. RahasiaBank Hanya Médliputi Penyimpan dan Simpanannya Saja
Walaupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 hanyaguiah secara
parsial Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, tetapul@han yang dibawa
sangatlah prinsipil. Salah satu perubahan itu adpErubahan penyempurnaan
terhadap ketentuan rahasia bank yang dimaksudkaok umengakomodir
kebutuhan dan tuntutan yang luas mengenai peripeggbahan ketentuan rahasia

bank. Beberapa perubahan yang mendasar pada keterdbhasia bank yang

*\bid.,psl. 47 ayat (2).

“‘Husein,Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum, ophin. 200.
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diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tenRerbankan adalah
sebagai berikut:

Pertama, ruang lingkup rahasia bank dipersempiydaneliputi nasabah
penyimpan dana dan simpanannya saja. Apabila nadadnak adalah nasabah
penyimpan sekaligus juga sebagai nasabah debiank Bvajib merahasiakan
keterangan tentang nasabah dalam kedudukannyaasefegpbah penyimpan.
Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasadayimpan bukan
merupakan keterangan yang waijib dirahasiakan Hank.

Dahulu ruang lingkup ini sangat luas, yaitu melimasabah penyimpan
dana, nasabah peminjam dana dari bank (debitur)ndaabah pengguna jasa
bank.

Kedua, dalam pengecualian ketentuan rahasia bdaknlolihkan beberapa

hal, yaitu:

1. Dimungkinkannya Ketua Badan Urusan Piutang dellarlg Negara untuk
meminta keterangan tentang keadaan keuangan peayidama’

2. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa tertdis nasabah dapat
membuka rahasia barik.

3.  Ahli waris berhak untuk mengetahui keadaan kgaandari orang yang

mewariskarf*

“Indonesia (c)pp.cit.,psl. 1 angka (28) dan psl. 40 beserta penjelasannya
“Ibid., psl. 41A.

“bid., psl. 44 A ayat (1).

“4|bid., psl. 44 A ayat (2).
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4.  Dimungkinkannya Badan Pemeriksa Keuangan untekneniksa bank,
apabila bank tersebut mengelola keuangan negara.

5.  Perizinan untuk memberikan pengecualian rahbsaiek diberikan oleh
Pimpinan Bank Indonesfa. Izin akan diberikan sepanjang permintaan
tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlakubPeam izin oleh Bank
Indonesia harus dilakukan selambat-lambatnya 14#eimelas) hari setelah
dokumen permintaan diterima secara lengKap.

6. Sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuassieatbank diperberat.
Pihak-pihak yang memaksa bank atau pihak terdfiliatuk memberikan
keterangan yang bersifat rahasia bank, diancam agempgdana penjara
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lanfen®pat) tahun serta
denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,- (sepodiliar Rupiah)
dan paling banyak Rp.200.000.000.000,- (dua ratuBarmRupiah).
Sementara untuk anggota dewan komisaris, direkgiawai bank dan pihak
terafiliasi yang dengan sengaja memberikan keterangang wajib
dirahasiakan, diancam dengan pidana penjara sekitaangnya 2 (dua)
tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta deelarang-kurangnya
Rp.4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) dan palinganyak
Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiéh).

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 10 T4l998 tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 terRangankan disebutkan

bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi kontrol adoserhadap lembaga

“Ibid., psl. 41, 41A dan psl. 42.
“Ibid., penjelasan psl. 42.

“Ibid., psl. 47.
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perbankan, ketentuan mengenai rahasia bank yamagnaeini sangat tertutup
harus ditinjau ulang. Rahasia bank dimaksud mempaalah satu unsur yang
harus dimiliki oleh setiap Bank sebagai lembagaekegyyaan masyarakat yang
mengelola dana masyarakat, tetapi tidak seluruakagpng ditatausahakan Bank
merupakan hal-hal yang dirahasiakan.

Di samping itu, menurut ketentuan Pasal 37A Unddndang Perbankan
dinyatakan bahwa atas permintaan Badan KHfisusank dalam program
penyehatan wajib memberikan segala keterangan damelasan mengenai
usahanya termasuk memberikan kesempatan bagi psaem buku-buku dan
berkas yang ada padanya, dan wajib memberikan daryang diperlukan dalam
rangka memperoleh keterangan, dokumen dan pemelgsag diperoleh bank
dimaksud. Pihak manapun yang terlibat dan patwigdiderlibat atau mengetahui
kegiatan yang merugikan bank dalam program pengehatajib memberikan
keterangan dan penjelasan yang diminta oleh baoiasuk’’

Walaupun segala sesuatu yang berhubungan dengararkgin mengenai
nasabah debitur dan pinjamannya tidak wajib dirakas menurut Undang-
Undang, tetapi bukan berarti keterangan mengenitwletersebut dapat saja
diberikan oleh bank kepada siapa saja. Apabila badé&k merahasiakan

keterangan tentang debiturnya tidak tertutup kerkimag bank digugat oleh

**Badan khusus ini menurut Pasal 37A ayat (1) Undandang Nomor 7 Tahun 1992
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor BONT&E998 bersifat sementara dalam
rangka penyehatan perbankan. Badan ini dibentuk BEmerintah setelah berkonsultasi dengan
DPR, atas permintaan Bank Indonesia karena adaeyalitan Perbankan yang membahayakan
perekonomian nasional. Badan khusus yang pernahaddiah Badan Penyehatan Perbankan
Nasional (BPPN) yang didirikan dengan KeputusansiBem Nomor 27 Tahun 1998 dan
selanjutnya diatur oleh Peraturan Pemerintah NobbrTahun 1999. Kemudiaherdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004, BPPN dikgat selesai melaksanakan tugasnya
pada 27 Februari 2004 dan dinyatakan bubar padgahB0 April 2004.

“9 Indonesia (c)pp.cit.,psl. 37 ayat (5) dan (6).
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nasabahnya secara perdata dengan alasan cidel@gmprestasi) atau perbuatan
melawan hukum. Bank dapat dianggap cidera janji bitgpakewajiban
merahasiakan itu terdapat di dalam perjanjian antmank dan nasabah baik
eksplisit maupun implisit. Bank dapat digugat karemelakukan perbuatan
melawan hukum apabila tindakan bank membeberkardwmgan tentang debitur
menimbulkan kerugian bagi debiturnya. Sudah tertudian ini harus dibuktikan
di pengadilar’®

Adapun alasan bahwa kewajiban merahasiakan ketmmangengenai
nasabah debitur merupakan kewajiban yang bersifaapa adalaft

Pertama, hubungan antara bank dan nasabah del@tupakanfiduciary
relation danconfidential relation

Kedua, hubungan antara bank dan nasabah debitl@hat@rdasarkan
perjanjian yang diadakan antara bank dengan nasketimsiur.

Ketiga, adanya kemungkinan bank digugat melakukabyatan melanggar
hukum oleh nasabah debitur bilamana dengan pengpagk keterangan
mengenai nasabah debitur dipandang oleh nasabaturdeterugikan dirinya.
Gugatan ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 136& Witdang-undang Hukum
Perdata yang secara tegas mengatur bahwa tiapapenbmelanggar hukum yang
membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkangoyamg karena salahnya

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian teuseb

*’*Husein,Rahasia Bank Dan Penegakan Hukum, op laiin. 100-101.

*Husein,Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum, oghéin. 207-208.
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2.1.5. Pihak-pihak Yang Berkewajiban M erahasiakan Rahasia Bank

Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-UndamglR Tahun 1998,
pihak-pihak yang berkewajiban merahasiakan ket@manmengenai nasabah
penyimpan dan simpanannya meliputi: anggota dewamdaris, direksi, pegawai
bank, atau pihak terafilasi lainnya dari b&hk.

Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dapat dikategorikebagai pegawai
bank adalah semua pejabat dan karyawan bank. Haérarti ketentuan rahasia
bank berlaku bagi semua pejabat dan karyawan bat&upun pegawai bank
tersebut tidak semua mempunyai hubungan denganinpeay dana dan
simpanannya, sebagai contoh para pelayan, satpapet@emudi kendaraan dan
sebagainya.

Sebagaimana diketahui direksi sebagai salah satarsg pimpinan bank
yang mengetahui seluruh aktivitas bank yang beisdag termasuk nasabah
penyimpan dan simpanannya sehingga seluk beluk enanghank dan patra
nasabahnya diketahui oleh direksi, sudah tentukslirdiwajibkan memegang
teguh rahasia bank. Sehubungan dengan hal tersehntan direksi bank masih
tetap diwajibkan memegang rahasia bank sebagai jikawamoral (noral
obligation) walaupun tidak aktif lagi bekerja karena merekengetahui aktivitas
bank dan para nasabah penyimpan. Seandainya mpejaibat dan karyawan
melanggar rahasia bank tersebut, apabila pihak gangikan tidak melakukan
penuntutan, hal tersebut tidak lagi menjadi keveagilbahasia bank. Jika terjadi
sebaliknya, dapat dikategorikan melanggar Pasaldf@ang-Undang No. 10
Tahun 1998 sehingga sanksi yang diberikan terggnti@mgan penuntutan ganti

kerugian atau dalam bentuk lain.

*Indonesia (c)pp.cit.,psl. 47 ayat (2).
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Bagi mantan pejabat dan pegawai bank jika dikaitdemgan sumpah
jabatan, bukan lagi meliputi lingkup rahasia baekapi kewajiban moral. Untuk
itu, pejabat dan pegawai yang tidak aktif lagi bgkéagi mereka tidak terikat
lagi dengan sumpah jabatan. Apabila mereka memialiasia bank, akan timbul
akibat yang mempengaruhi kredibilitas bank terteltalam hal ini kebocoran
rahasia bank tersebut dapat mengakibatkan masyadiddia percaya lagi dengan
bank tersebut atau timbul kerugian bagi nasabaénter sehingga terhadap pihak
yang membocorkan dapat dikenakan sanksi berdasgr&dyuatan melanggar
hukum (Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata)

Para pemegang saham bank adalah pemilik bank dzagaepengurus
bank. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dikamtupara pemegang
saham bank sebagai pihak terafiliasi dari bank ybedkewajiban memegang
rahasia bank. Ini berarti mereka sebagai pemilik g&ngurus bank dapat
memperoleh keterangan dari pihak bank mengenaibabspaenyimpan dana.
Menurut Pasal 47 ayat 2 jo. Pasal 40 ayat 1 Undardgng No. 10 Tahun 1998
dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (22), para pemesgdnagn bank yang menurut
penilaian Bank Indonesia sebagai salah satu pibag yurut serta mempengaruhi
pengelolaan suatu bank. Dalam hal ini mereka tdrlgebagai pihak terafiliasi
bagi suatu bank dan berlaku kewajiban untuk merakaas hal-hal yang berkaitan
dengan ketentuan rahasia bank. Ini berarti, mempewilaian Bank Indonesia para
pemegang saham turut serta mempengaruhi dalam Ipk@ge bank sehingga
pemegang saham bank dapat mengetahui secara asabah penyimpan dan
simpanannya. Menurut ketentuan Anggaran Dasar BRagat Umum Pemegang
Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mempkekgaasaan untuk
meminta kepada direksi atau dewan komisaris bamig y@ersangkutan agar

mengungkapkan mengenai nasabah penyimpan dan simpan
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Semua keterangan yang berkaitan dengan nasabahimpany dan
simpanannya bersifat rahasia dan tidak dapat dapigin oleh para pemegang
saham bank tersebut kepada pihak lain. Hal iturbgpgamegang saham bank
sebagai pihak yang mempunyai kewajiban memegani tednasia bank.

2.2. NOTARISDAN RAHASIA JABATAN NOTARIS
2.2.1. Jabatan Notaris

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikelkeoteh aturan hukum
dengan maksud untuk membantu dan melayani masyayakg membutuhkan
alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengerk@adaan, peristiva atau
perbuatan hukur® Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkatgséba
Notaris harus mempunyai semangat untuk melayaniyanakat dan atas
pelayanan tersebut Notaris dapat memperoleh hanoratari masyarakat:

Dengan demikian Notaris merupakan suatu JabatabliklPumempunyai
karakteristik, yaitu
a. Sebagai Jabatan.

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabddotaris, artinya

satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-gngiamg mengatur Jabatan

*3Secara substantif akta Notaris dapat berupa: @fuskeadaan, peristiva atau perbuatan
hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar ditkangdalam bentuk akta otentik untuk
dijadikan sebagai alat bukti; (2) berdasarkan pesat perundang-undangan bahwa tindakan
hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta dkent

*Mengenai Honorarium ini dicantumkan dalam PasaUB8N. Pencantuman Honorarium
dalam UUJN tidak punya daya paksa untuk Notaris para pihak yang membutuhkan jasa
Notaris, dan juga tidak ada yang mengawasi jikeaN®mengikuti atau tidak mengikuti ketentuan
tersebut, dan dalam keadaan tertentu Notaris wajituk tidak meminta atau menerima
Honorarium. Lihat: Indonesia (a)p.cit, psl. 36 dan 37.

*Habib Adjie,Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Nbl 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notari€etakan Ketiga, (Bandung: PT Refika Aditama, 20hlih. 15-16.
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Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang daitewrk dengan Notaris di

Indonesia harus mengacu kepada UUJN.

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang akeiptolen Negara.

Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan $udéung pekerjaan atau

tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum urgpkrkuan dan fungsi tertentu

(kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinansdbusgbagai suatu lingkungan

pekerjaan tetap.

b.

Notaris mempunyai kewenangan tertentu.

Setiap wewenangyang diberikan kepada jabatan harus ada aturan

hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapatdmegdehgan baik, dan

tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lairbgagan demikian jika

seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakéunar wewenang yang

telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai p@edou melanggar

wewenang. Wewenang Notaris diatur dalam Pasal &b @y, (2) dan (3)

UUJN.

Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah.

Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkatddserhentikan oleh

Pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidamegiokariatan (Pasal 1

angka 14 UUJN). Notaris meskipun secara administchingkat dan

diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Netanenjadi subordinasi

(bawahan) yang mengangkatnya atau pemerintah. Dedegaikian Notaris

dalam menjalankan tugas jabatannya:

v/ Bersifat mandiri dutonomous

v' Tidak memihak siapa pum{partial); dan

v' Tidak tergantung kepada siapa pimdépendentyang berarti dalam
menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicangdeh pihak yang

mengangkatnya atau oleh pihak lain.
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d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengaimgy.
Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan olemgrntah tapi tidak
menerima gaji, pensiun dari pemerintah. Notaris yaharmenerima
honorariumdari masyarakat yang telah dilayaninya atau daahierikan
pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.
Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan maswarakang
memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam lgdamkum perdata,
sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untulayaei masyarakat,
masyarakat dapat menggugat secara perdata Natarismenuntut biaya,
ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebygataibuktikan dibuat
tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlakuinhaherupakan bentuk

akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

2.2.2. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

Menurut pendapat umum yang dianut pada setiapoadtdik demikian juga
pada akta Notaris mempunyai 3 (tiga) kekuatan pétiany yaitu®®
a. Kekuatan Pembuktian Lahiriadifwendige Bewijskracht
Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriattinya akta tersebut
harus dilihat apa adanya, secara lahiriah tidakugBpertentangkan dengan
alat bukti yang lain, jika ada yang menilai bahwats akta Notaris tidak
memenuhi syarat sebagai akta otentik, maka yangabgkutan wajib
membuktikan bahwa akta tersebut secara lahirialarbakta otentik.
Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lalaikim Notaris
sebagai akta otentik bukan akta otentik maka peanilgpembuktiannya

harus didasarkan kepada syarat-syarat akta sedagabtentik, pembuktian

*sjaifurrachman dan Habib Adjiep.cit.,him. 116-119.
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semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan Plengadilan,
penggugat harus dapat membuktikan bahwa secaraalahakta yang
menjadi objek gugatan bukan akta Notaris.

Kekuatan Pembuktian Formib(mele bewijskracht)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa skejadian dan
fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan holBlotaris atau
diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap padt ysng tercantum
dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ultsentdalam
pembuktian akta. Secara formal, untuk membuktikabekaran dan
kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, lpataw waktu menghadap,
dan identitas dari para pihak yang menghadagnparanten) paraf dan
tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Bladarnikian juga tempat
dimana akta itu dibuat, serta membuktikan apa yditigat, disaksikan,
didengar oleh Notaris pada akta pejabat/berita aackan mencatatkan
keterangan atau pernyataan para pihak/penghadapagtipihak.

Siapapun diperbolehkan untuk melakukan pengingkastau
penyangkalan atas aspek formal akta Notaris, apatasihg bersangkutan
merasa dirugikan atas akta yang dibuat dihadapao ateh Notaris,
pengingkaran atau penyangkalan tersebut harusudéak dengan suatu
gugatan ke Pengadilan Umum, dan penggugat harust dagmbuktikan
bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidakasedalam akta yang
bersangkutan.

Kekuatan Pembuktian Materiahéteriele bewijskracht)

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta,n&aspa yang
tersebut dalam akta merupakan pembuktian yangeshhdap pihak-pihak
yang membuat akta atau mereka yang mendapatkadamakerlaku untuk
umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Apabilarnysta

pernyataan/keterangan para penghadap tersebutdnedgk benar berkata
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maka hal tersebut tanggung jawab para pihak semtaris terlepas dari
hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notamsnpunyai kepastian
sebagai yang sebenarnya menjadi bukti yang salk/drdatara para pihak
dan para ahli waris serta penerima hak mereka. ilgpakan membuktikan

aspek material dari akta maka yang bersangkutars ltEpat membuktikan
bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakag seimenarnya dalam
akta pejabat dan para pihak yang tidak benar batihadapan Notaris
menjadi tidak benar berkata dan harus dilakukanboétran terbalik untuk

menyangkal aspek material dari akta Notaris.

Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempuiadda Notaris
sebagai akta otentik dan siapapun terikat oleh &ktsebut, jika dapat
dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, badd@ salah satu aspek
tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkugaryah mempunyai
kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangam akta tersebut
didegradasikan dalam kekuatan pembuktiannya sebadda yang
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di béavegan.

2.2.3.Hubungan Hukum Notaris Dengan Para Pihak/Penghadap

Ketika penghadap datang ke Notaris agar tindakau gerbuatannya

diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai denkg@amenangan Notaris, dan

kemudian Notaris membuatkan akta atas permintaa@u &einginan para

penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberdwaaksan kepada Notaris dan

para penghadap telah terjadi hubungan hukum. O#bnk itu Notaris harus

menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telahasesenurut hukum yang

sudah ditentukan sehingga kepentingan yang berstargKkerlindungi dengan

akta tersebut. Dengan hubungan hukum seperti itakamperlu ditentukan
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kedudukan hubungan hukum tersebut yang merupakahdan tanggung gugit
Notaris.

Untuk memberikan landasan kepada hubungan hukumrtséprsebut di
atas, perlu ditentukan tanggung gugat Notaris dpakgat berlandaskan kepada
wanprestasi atau perbuatan melawan hukanrechtmatigedagdatau mewakili
orang lain tanpa kuas@aakwaarneming§ atau pemberian kuasgastgeving),
perjanjian untuk melakukan pekerjaan tertentu ataygersetujuan perburuhah

Hubungan hukum antara para penghadap dengan Ndé&gé dimasukkan
atau dikualifikasikan dalam bentuk sebuah wanpsegtka terjadi hubungan
hukum secara kontraktual, misalnya para penghadembari kuasa untuk
melakukan suatu pekerjaan tertentu untuk dan stasanpemberi kuasa. Para
penghadap datang kepada Notaris karena keinginanpesaghadap sendiri, dan
pada dasarnya semua Notaris terbuka untuk siapads) suatu hal tidak tepat
jika tiap orang yang datang kepada Notaris terledginulu harus membuat
perjanjian pemberian kuasa untuk melakukan suatarf@an tertentu, dalam hal
ini membuat akta. Dengan tidak adanya perjanjiak tetulis atau lisan yang
dinyatakan secara tegas antara Notaris denganpgsae untuk membuat akta
yang diinginkannya, maka tidak tepat jika hubunbakum antara Notaris dan
para pihak dikualifikasikan sebagai hubungan kdtii yang jika Notaris
wanprestasi dapat dituntut atau digugat denganrdgsgatan Notaris telah

wanprestasi.

*Marthalena Poharfanggunggugat Advocaat, Dokter dan NotafBurabaya: Bina lImu
Surabaya, 1985), him. 11.

*Marthalena Pohamp.cit, him. 17.

*Herlien Budiono,“Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-UngaNomor
30 Tahun 2004 (Dilema Notaris di antara Negara, Wwskat, dan Pasar)’ Renvoi, No.
4.28.111, 3 September 2005, him. 33-37.
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Inti dari suatu perbuatan melawan hukum, yaitu ktideda hubungan
kontraktual antara satu pihak dengan pihak lainfAerbuatan melawan hukum
dapat terjadi satu pihak merugikan pihak lain taag@nya suatu kesengajaan tapi
menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Daleaktig Notaris melakukan
suatu pekerjaan berdasarkan kewenangannya atam dakng lingkup tugas
jabatan sebagai Notaris berdasarkan UUJN. Parahpdag datang kepada
Notaris atas kesadaran sendiri dan mengutarakangikennya di hadapan
Notaris, yang kemudian dituangkan ke dalam benti& &lotaris sesuai aturan
hukum yang berlaku, dan suatu hal yang tidak mumblitaris membuatkan akta
tanpa ada permintaaan dari siapa pun. Sepanjan@ridlomelaksanakan
jabatannya sesuai UUJN, dan telah memenuthi seataacara dan persyaratan
dalam pembuatan akta, dan akta yang bersangkugmpela sesuai dengan para
pihak yang menghadap Notaris, maka tuntutan dakemtuk perbuatan melawan
hukum berdasarkan Pasal 1365 BW tidak mungkin ditak®®

Hubungan hukum Notaris dan para penghadap merugakamgan hukum
yang khas, dengan karakter:

a. Tidak perlu dibuat suatu perjanjian baik lisan maugertulis dalam bentuk
pemberian kuasa untuk membuat akta atau untuk oiedak pekerjaan-

pekerjaan tertentu;

®Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya hasisasdengan UUJN, artinya Notaris
hanya melaksanakan segala sesuatu yang diperboledikh UUJN, misalnya kewenangan
Notaris secara umum diatur dalam Pasal 15 UUJN, Manurut Pasal 15 ayat (1) UUJN
kewenangan Notaris yaitu membuat akta otentik upeimintaan dan kepentingan para pihak
yang menghadap Notaris. Ada kemungkinan Notarisaksanakan tugas atau pekerjaan lain di
luar kewenangan Notaris, misalnya Notaris mengperpajakan, berbagai izin atau surat-surat
yang berkaitan dengan pendirian perseroan terbRégyurusan izin seperti ini di luar atau bukan
kewenangan Notaris, atau mungkin untuk Notarisskalerti itu dilakukan merupakan salah satu
pelayanan tambahan untuk para penghadap, bahwaisNatanimbulkan kerugian bagi pihak
tertentu, maka Notaris dapat dituntut dengan pé¢aouanelawan hukum. Hal yang sama jika
Notaris membuat perjanjian secara tertulis (kontraktuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan
tertentu untuk para penghadap, jika terjadi wanpsés maka Notaris dapat dituntut/digugat
karena wanprestasi. Lihat: Habib Adjag.cit.,him. 18.
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b. Mereka yang datang ke hadapan Notaris, dengan pagdazahwa Notaris
mempunyai kemampuan untuk membantu memformulasi&eginan para
pihak secara tertulis dalam bentuk akta otentik;

c. Hasil akhir dari tindakan Notaris berdasarkan keamgan Notaris yang
berasal dari permintaan atau keinginan para piaa#lis; dan

d. Notaris bukan pihak dalam akta yang bersangkutan.

Pada dasarnya bahwa hubungan hukum antara Nogaripata penghadap
yang telah membuat akta dihadapan atau oleh Naidails dapat dikonstruksikan
atau ditentukan pada awal Notaris dan para penghael@nubungan, karena pada
saat itu belum terjadi permasalahan apapun. Untkemtukan bentuk hubungan
antara Notaris dengan para penghadap harus dikattkagan ketentuan Pasal
1869 BW, bahwa akta otentik terdegradasi menjadmpumyai kekuatan
pembuktian sebagai akta di bawah tangan dengaanal¢l tidak berwenangnya
pejabat umum yang bersangkutan, atau (2) cacandaatuknya, atau (3) karena
akta Notaris dibatalkan berdasarkan putusan pelagagiang telah mempunyai
kekuatan hukum, maka hal ini dapat dijadikan dasduk menggugat Notaris
sebagai suatu perbuatan melawan hukum atau deiagmakn hubungan Notaris
dan para penghadap dapat dikualifikasikan sebagidiuptan melawan hukum,
karena:

1. Notaris tidak berwenang membuat akta yang bersaagku

2. Tidak mempunyai kemampuan atau kecakapan Notang parsangkutan
dalam membuat akta

3.  Akta Notaris cacat dalam bentuknya
Pelaksanaan tugas jabatan Notaris merupakan pe&ksaugas jabatan

yang Esoterik yaitu diperlukan pendidikan khusus klamampuan yang memadai

untuk menjalankannya. Oleh karena itu, Notaris malmenjalankan tugas
jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yarggbut dalam UUJN,

sehingga dalam hal ini diperlukan kecermatan, kietel dan ketepatan tidak
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hanya dalam teknik administratif membuat akta, jaga penerapan berbagai

aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersgagkintuk para penghadap,

dan kemampuan menguasai keilmuan bidang Notarsraddusus dan hukum
pada umumny&'

Dengan demikian kedudukan akta Notaris yang mengiukgkuatan
pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau astarisl menjadi batal demi
hukum, tidaklah berdasarkan akta Notaris tidak nmernesyarat subjektif dan
syarat objektif, akan tetapi dalam hal ini:

a. Undang-undang (UUJN) telah menentukan sendiri keten syarat akta
Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagt di bawah
tangan atau akta Notaris menjadi batal demi hukyany tidak memenuhi
syarat eksternal.

b. Notaris telah tidak cermat, tidak teliti dan tidepat dalam menerapkan
aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaars tiadpatan Notaris
berdasarkan UUJN dan juga dalam menerapkan atutdoumh yang
berkaitan dengan isi akta.

Tuntutan terhadap Notaris dalam bentuk penggatiaya, ganti rugi dan
bunga sebagai akibat akta Notaris mempunyai kekRyagenbuktian sebagai akta
di bawah tangan atau batal demi hukum, berdasadtanya:

1. Hubungan hukum yang khas antara Notaris denganpgegrghadap dengan
bentuk sebagai perbuatan melawan hukum.

2. Ketidakcermatan, ketidaktelitian dan ketidaktepatalam:

a. Teknik administratif membuat akta berdasarkan UUJN.

b. Penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dakia yang

bersangkutan untuk para penghadap, yang tidak atkis pada

®'Apabila ahli telah menentukan pilihannya tentangadeerja yang sesuai dengan iimu
pengetahun yang dimilikinya, untuk pilihan itu idak dapat bertanggunggugat jika hasil yang
dimaksudkan tidak tercapai. Lihat: Marthalena Pobarcit.,him. 45.
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kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris sddaraus dan
hukum pada umumnya.

Dan sebelum Notaris dijatuhi sanksi perdata bem@aggantian biaya,

ganti rugi dan bunga, maka terlebih dahulu hargatdibuktikan bahwa:

a. Adanya diderita kerugian.

b. Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran &tdalaian dari
Notaris terdapat hubungan kasual.

c. Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebeibaigan kesalahan
yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris g yan

bersangkutan.

2.2.4.Pengawasan Terhadap Notaris

Pengawasan terhadap Notaris diatur di dalam UUJK B@a tentang
Pengawasan. Dalam ketentuan tersebut, pengawasadap Notaris dilakukan
oleh Menteri (yang bidang tugasnya meliputi masadiadtaris), dalam hal ini
adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Megskiplemikian, Menteri
tidak melakukan secara riil atau langsung, karandenteri membentuk Majelis
Pengawas yang diberi tugas melakukan pengawadaadtgy Notaris, sehingga
secara teknis pengawasan dilakukan oleh Majeligd®eas.

Majelis Pengawas terdiri atas Majelis Pengawas tPtirsgkat pusat yang
disebut Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawéesy#i tingkat propinsi yang
disebut Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pemaga tingkat daerah
kabupaten atau kota yang disebut Majelis Pengawasah. Keanggotaan majelis

pengawas berjumlah 9 (sembilan) orang yang teatis 3 (tiga) orang mewakili
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unsur pemerintah, 3 (tiga) orang mewakili unsuraargasi Notaris, dan 3 (tiga)
orang mewakili akademi§f.

Pihak yang menjadi sasaran pengawasan adalah $ydtataris Pengganti,
Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat SementarariBloNotaris Pengganti
adalah seorang yang untuk sementara diangkat sSebdgtaris untuk
menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atduk sementara berhalangan
menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Notarisgdg®eni Khusus adalah
seorang yang diangkat sebagai Notaris khusus umtakbuat akta tertentu
sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannggaselotaris, karena di
dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapaa Iseoyang Notaris, sedangkan
Notaris yang bersangkutan menurut undang-undanglak boleh membuat akta
dimaksud. Pejabat Sementara Notaris adalah segeordnk sementara menjadi
sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notagagymeninggal dunia,
diberhentikan, atau diberhentikan sementara.

Objek yang diawasi Majelis Pengawas adalah perildataris dan
pelaksanaan jabatan Notaris. Pengawasan terhadalakypeNotaris adalah
pengawasan atau tindakan mengamat-amati serta meotkan data tentang
tindakan atau perbuatan Notaris dalam melaksan&kamjiban, kewenangan,
dan menjauhi larangannya. Pelaksanaan jabatan idlalanaksudkan adalah
penerapan jabatan Notaris, apakah jabatan Notdusgdikan atau tidak dalam

pelayanan kepada masyaraKat.

®Indonesia (a)op.cit.,psl. 67 dan psl. 68.

®Indonesia (a)pp.cit.,psl. 1.

®Wwidodo Suryandono, "Orientasi Pendidikan Notaridaba Menciptakan Profesionalitas
Dan Integritas Moral Bagi Calon Notaris,” (makaldisampaikan dalam Diskusi Panel dan temu
Alumni Spesialis Notariat serta Alumni Magister Kegriatan Fakultas Hukum Universitas

Indonesia, yang diselenggarakan oleh lkatan Malashagister Kenotariatan (IMMK) Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, Depok, 10 Desembef 201m.18-19.
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Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Andi Mattala@ngatakan bahwa
dibentuknya Majelis Pengawas Notaris bukan semata-nuntuk menindak
seorang Notaris, tetapi juga meningkatkan kinegkabgus untuk mengawasi
ditaatinya kode etik Notaris. Sebelum berlakunya JNU kewenangan
pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Pemgadiegeri. Namun setelah
keberadaan Pengadilan Negeri diintegrasikan sap di bawah Mahkamah
Agung maka kewenangan yang bersifat non-litigasigpezasan dan pembinaan
Notaris beralih ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Msiaf®

Majelis Pengawas Notaris memiliki wewenang masirggimg, Yyaitu
sebagai berikut:

1. MajeisPengawas Daerah (MPD)

Wewenang MPD diatur dalam UUJN, Peraturan Mentetkuin dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08tahun 2004, dan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Ripubdonesia Nomor
M.39-PW.07.10. Tahun 2004. Dalam Pasal 66 UUJNudistengenai wewenang
MPD yang berkaitan deng&h:

(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, partwmmum, atau hakim
dengan pada ayat persetujuan Majelis Pengawas IDaerarenang:

a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yaddekatkan

pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Peipgnan Notaris.

b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaangyaerkaitan

dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notanmg) yeerada dalam
penyimpanan Notaris.

%Ibid., him. 19.

®Indonesia (a)pp.cit.,psl. 66.
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Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau suratasiwsebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyaraha

Pasal 70 UUJN juga mengatur mengenai wewenang Mdig perkaitan

dengar’’

a.

Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanyaadugalanggaran
Kode Etik Notarisatau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.
Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notarigreeberkala 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yaaggtap perlu.
Memberikan izin cuti untuk waktu sampai denganr@ge) bulan.
Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikah Niotaris yang
bersangkutan.

Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris ypada saat serah
terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puiota) tahun atau lebih.
Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai penmpgsementara
Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negsebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

Menerima laporan dari masyarakat mengenai adangaasiupelanggaran
Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan daladang-undang ini.
Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dichgdexda huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan g kepadadilajPengawas Wilayah.
Kemudian Pasal 71 UUJN mengatur wewenang MPD yamdcalian

dengan®

a.

Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Rybtdotaris dengan
menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta gerteah surat di bawah
tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tapggaériksaan terakhir.

*Indonesia (a)pp.cit, psl. 70.

®8bid., psl. 71.
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b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaiakeyada Majelis
Pengawas Wilayah setempat dengan tembusan kepad@isNyang
bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis Peagd&®usat.
Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan.

d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftéa din daftar lain dari
Notaris dan merahasiakannya.

e. Menerima laporan masyarakat terhadap Notaris damyamepaikan hasil
pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wiildgdam waktu 30
(tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yaelaporkan, Notaris
yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan iSagahotaris.

f. Menyampaikan permohonan banding terhadap kepupesaolakan cuti.

2. MajdisPengawas Wilayah (MPW)

Wewenang MPW disamping diatur dalam UUJN, juga wiliatialam
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Ridpubdonesia Nomor
M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan Keputusan Menteriuduldan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10. uraR004. Dalam Pasal
73 ayat (1) UUJN diatur mengenai wewenang MPW yaergaitan dengan:

a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengkegutusan atas
laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majisgawas Wilayah.
b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pememis atas laporan

sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan santp(satu) tahun.

Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pag&yaerah yang

memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertuli
e. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepéaelis Pengawas

Pusat berupa:
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(1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai defigéenam)

bulan; atau

(2) Pemberhentian dengan tidak hormat.

f. Membuat berita acara atas setiap keputusan peajatdnksi sebagaimana
dimaksud pada huruf e dan huruf f.

Menurut Pasal 73 ayat (2) UUJN, Keputusan Majebsdadwas Wilayah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e befsit dan terhadap setiap
keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksiad gyat (1) huruf e dan
huruf f dibuatkan berita acara (Pasal 73 ayat (3)N).

Wewenang MPW menurut Pasal 26 Peraturan Menteriurlukan Hak
Asasi Manusia Repbulik Indonesia Nomor M.02.PR.08[&hun 2004 berkaitan
dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh MPW, yaitu:

(1) Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus! pesneriksaan
Majelis Pemeriksa Daerah.

(2) Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeaksgerhadap hasil
pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangktuwaling lambat 7
(tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.

(3) Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil Relajan Terlapor
untuk didengar keterangannya.

(4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling larBBaftiga puluh) hari
kalender sejak berkas diterima.

Dalam angka 2 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dak sasi Manusia
Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 200dngenai Tugas Majelis
Pengawas menegaskan bahwa MPW berwenang untuktoté@a sanksi yang
tersebut dalam Pasal 73, 85 UUJN, dan Pasal 2@uPeamaMenteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.028RL0 Tahun 2004,

kemudian angka 2 butir 2 Keputusan Menteri Hukum Hiak Asasi Manusia
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Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 20@hgatur pula mengenai

kewenangan MPW, yaitu:

(1) Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pembesanksi
pemberhentian dengan hormat;.

(2) Memeriksa dan memutus keberasdas putusan penolakan cuti oleh Majelis
Pengawas Daerah.

(3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikati.

(4) Melaporkan kepada instansi yang berwenang adangaatuunsur pidana
yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerahs Adporan tersebut,
setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemerikblayah hasilnya
disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat.

(5) Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pesat;

a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dddalan Agustus
dan Februari.

b. Laporan insidentil paling lambat 15 (lima belasji ls@telah putusan
Majelis Pemeriksa.

3. MajdisPengawas Pusat (M PP)

Wewenang MPP di samping diatur dalam UUJN, jugatudiadalam
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Ridpubdonesia Nomor
M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Huldan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor M.39.-PW.07.10 ure2004. Dalam pasal
77 UUJN diatur mengenai wewenang MPP yang berkdiggan:

a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengamputusan
dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sankspdaolakan cuti.
b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemesds sebagaimana

dimaksud pada huruf a.
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Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;

Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentiagath tidak hormat
kepada Menteri.

Selanjutnya wewenang MPP diatur juga dalam Pad&etaturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Norivb02.PR.08.10

Tahun 2004, yang berkaitan dengan pemeriksaan labjat yang diterima dari

MPW:

(1) Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan bgndias putusan
Majelis Pemeriksa Wilayah.

(2) Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemerikdadmadap berkas
permohonan banding dalam jangka waktu paling lambdtujuh) hari
kalender sejak berkas diterima.

(3) Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil Petigooi erlapor untuk
dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya.

(4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling larBBaftiga puluh) hari
kalender sejak berkas diterima.

(5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hammiahelasan dan
pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untoénjatuhkan
putusan.

(6) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditangdati oleh Ketua,
Anggota dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat.

(7) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepddateri dan

salinannya disampaikan kepada Pelapor, TerlaporjeliglaPengawas
Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Pengurus Rlkatdn Notaris
Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30a(pgluh) hari kalender

terhitung sejak putusan diucapkan.
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Dengan demikian berdasarkan uraian diatas Majetisg®vas Notaris
berwenang dalam melakukan:
1. Pengawasan;
2. Pemeriksaan, dan

3. Menjatuhkan sanksi.

2.3. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)

2.3.1.Pengertian Pencucian Uang (Money Laundering)

Terdapat bermacam-macam pengertian tentangey launderingnamun
semua tetap dalam satu tujuan untuk menyatakan éah@ney laundering
merupakan salah satu jenis kejahatan yang potdakkim mengancam berbagai
kepentingan baik dalam skala nasional maupun iastonal.Money Laundering
merupakan sebuah istilah yang pertama digunakafntirika Serikat. Istilah
tersebut menunjuk kepada pencucian hak milik maf@atu hasil usaha yang
diperoleh secara gelap yang dicampurkan dengan udakeenjadikan seluruh
hasil tersebut seolah-olah diperoleh dari sumbergysah. Singkatnya, istilah
money launderingali pertama digunakan dalam konteks hukum dalabuate
kasus di Amerika Serikat pada tahun 1982. Kasuselbert menyangkut denda
terhadap pencucian uang hasil penjualan kokain rGlme. Dalam
perkembangannya, proses yang dilakukan lebih kdmplagi dan sering
menggunakan cara mutakhir sedemikian rupa sehisggé&h-olah uang yang
diperoleh benar-benar alami. Karena itu, wajar plkdam The National Money
Laundering Strategy for 200¢ang merupakablueprint Amerika Serikat dalam
upaya menanggulangmoney launderingtelah dikemukakan bahwanoney
laundering itu relatif mudah untuk diucapkan, akan tetapiitsalilakukan

investigasi dan penuntutan. Khususnya, seseoramyy yaelakukan sebuah
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transaksi keuangan dengan ketentuan bahwa dan&eltayaan yang dilakukan
itu adalah hasil kejahat&n.

Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatdangan pengusaha dan
perusahaan, institusi-institusi, organisasi-orgasijsnegara-negara yang sudah
maju, dan negara-negara dari dunia ketiga, mau@wa phli masing-masing
mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas gearspektif yang berbeda-
beda. Adapun beberapa definisi yang ada mengen@upmn uang nioney
laundering antara lain:

Black’s Law Dictionary mengartikan pencucian uangoey laundering)
sebagai:

“Term used to describe investment or other transfiemoney flowing from
racketeering, drug transaction, and other illegalusces into legitimate
channels so that is original source cannot be toht@

Konvensi PBB Tentang Pencegahan dan Pemberantassdag@ngan
llegal Narkotika, Obat-obatan Berbahaya dan Psigdka Tahun 1988 tlje
United Nations Convention Against lllicit Trafic iNarcotics, Drugs and
Psychotropic Substances 0£988) mengartikan pencucian uangnofey

laundering sebagai:

The convention or transfer of property, knowingttlsach property is
derived from any serious (indictable) offence ofentes, or from act of
participation in such offence or offences, for fhepose of concealing or
disguising the illicit of the property or of assigi any person who
isinvolved in the commission of such an offenceftences to evade the
legal consequences of his action; or The conceamedisguise of the true
nature, source, location, disposition, movementjsgwith respect to, or
ownership of property, knowing that such propestgdérived from a serious

M. Arief Amrullah, Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian UaBgtakan Kedua,
(Malang: Bayumedia Publishing, 2004), him. 8-9.

Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary (Sixtdition), St. Paul Minn. West
Publishing Co., 1990, him. 884.
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(indictable) offence or offences or from an actpafticipation in such an
offence or offences.

Selain itu, suatu lembaga internasional yang didedflam rangka upaya
melawan kegiatamoney launderingaitu Financial Action Task Force on Money
Laundering (FATFY juga merumuskan pengertian pencucian uamgney
laundering) sebagai proses penyembunyian atau menyamarkanusisiahasil
kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan gdanghn jejak sehingga
memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-kewg#gnnitu dengan tanpa
mengungkap sumber perolehan. Penjualan senjateaséegal, penyelundupan,
dan kegiatan kejahatan terorganisasi, contohnydagangan obat dan prostitusi,
dapat menghasilkan jumlah uang yang banyak. Pemg@el perdagangan orang
dalam (nsider trading, penyuapan, dan bentuk penyalahgunaan kompupat da
juga menghasilkan keuntungan yang besar dan metkarbworongan untuk
menghalalkan hasil yang diperoleh melathaney laundering.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No. 8 TahufhO 2&entang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencldieg (UU
TPPU/2010)° disebutkan bahwa pencucian uang adalah segalaigtarbyang

"'Sherman T, International Efforts to Combat Moneyuthdering: The Role of the
Financial Task Force, yang dikutip oleh MacQuegd.), Money Laundering, Edinburgh, 1993,
him. 12.

"?FATF didirikan tahun 1989 dengan sponsor utamanaegeagara industri besar (Group of
Seven atau G7 dan European Union. FATF beranggot@ negara dan dua organisiasi
internasional, yaitu the European Commission danGllf Cooperation Council. Lihat: Yunus
Husein, PPATK: Tugas, Wewenang Dan Peranannya Daéamberantas Tindak Pidana
PencucianUang,http://yunushusein.files.wordpres¥2007/07/23 ppatk tugas wewenag_peran
vh_x.pdf diunduh tanggal 05 Mei 2012.

"Indonesia (e)Undang-undang Tentang Pencegahan dan PemberanfBisalak Pidana
Pencucian UangUU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN Na64, psl. 1 angka

(1).
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memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengtantil@an dalam undang-
undang tersebut.

Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uapat dilihat ketentuan
dalam pasal (3), (4), dan (5) UU TPPU/2010. Intiagalah bahwa tindak pidana
pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatag g@akukan baik oleh
seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja mehkempamentransfer,
mengalihkan, membelanjakan,membayarkan, = menghibahkanenitipkan,
membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukat&kagan mata uang atau
surat berharga atau perbuatan lain atas harta &akayang diketahuinya atau
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana demgjaan menyembunyikan
atau menyamarkan asal usul harta kekayaan ituaseriknjuga yang menerima

dan mengusainy4.

2.3.2. Proses Pencucian Uang

Karakteristik dasar dari pencucian uang adalahhieéga yang bermotif
mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, berloedgan kejahatan
konvensional lainnya yang menakutkan masyarakgahatan ini memiliki sifat
penciptaan kreatifitas pengembangan kejahatan-kiggahbaru yang bersifat
internasional, terorganisir secara profesional dangnenggunakan teknologi
tinggi dan dengan pelayanan sarana bisnis yang umé&nggkan. Oleh karena itu
metode dari pencucian uang tidak dapat didefinrsgtau ditetapkan secara pasti
karena metode yang baik bagi para pencuci uanglagaktu metode yang belum
atau tidak diketahui atau dikenal oleh aparat pekégkum’>

"bid., psl. 3, 4, dan 5.

™H. Soewarsono dan Reda Manthova®gmberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Di Indonesia Cetakan pertama, (Jakarta: CV. Malibu, 2004),. dm
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Sekalipun terdapat berbagai macam modus operandup&n uang, hamun
pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikettampde dalam tiga tahap
kegiatan, yaitu®
a. Placementadalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan sdatu

kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangamiuBekegiatan ini

antara lain:

I Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadangatieegini diikuti

dengan pengajuan kredit/pembiayaan.

ii.  Menyetorkan uang pada Penyedia Jasa Keuarefmyai pembayaran
kredit untuk mengaburkaaudit trail.

lii. Menyelundupkan uang tunai dari suatu neg@aegara lain.

Iv. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah saln &rkait dengan
usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehinggmubah kas
menjadi kredit/pembiayaan.

v.  Membeli barang-barang berharga yang bernilggt untuk keperluan
pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal gaba
penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayaalilakukan
melalui Penyedia Jasa Keuangan.

b. Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumlbeyaitu
tindak pidananya melalui beberapa tahap transala&iarkgan untuk
menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dananDé&kgiatan ini
terdapat proses pemindahan dana dari beberapanglksau lokasi tertentu

sebagai hasiplacementke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang

®Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangampiran Keputusan Kepala Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomof/KEP.PPATK/2003entang Pedoman
Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidanauesm Uang bagi Penyedia Jasa
Keuangan Edisi Pertama, him. 4-5.
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kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan mengikbn jejak

sumber dana tersebut. Bentuk kegiatan ini antama la

I. Transfer dana dari satu bank ke bank lain ddau aantar

wilayah/negara.

ii. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untekdukung

transaksi yang sah.

iii. Memindahkan uang tunai lintas batas negartalaigaringan kegiatan

usaha yang sah maupsinellcompany
c. Integrationadalah upaya menggunakan harta kekayaan yangttetghak
sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikean dalam berbagai
bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipekgnnauntuk
membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun unteknlomyai kembali
kegiatan tindak pidana.

Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak ted@mpertimbangkan
hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yemgs dikeluarkan, karena
tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau rmangkan asal-usul uang
sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau dig@nasecara aman.

Ketiga kegiatan tersebut di atas dapat terjadarseterpisah atau simultan,

namun umumnya dilakukan secara tumpang tindih.

2.3.3. Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Dari defenisi tindak pidana pencucian uang sebagaéndi jelaskan di atas,
maka tindak pidana pencucian uang mengandung wumsur-sebagai berikut:
1. pelaku;
2. perbuatan (transaksi keuangan atau financial) dengeksud untuk

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hartaaykek dari
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bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah nirjarta kekayaan yang

sah (legal); dan
3. merupakan hasil tindak pidana.

Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri Waur objektif(actus
reus) dan unsur subjektifmens rea).Unsur objektif(actus reus)dapat dilihat
dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfembayarkan atau
membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkanitiphan, membawa
keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atmsa kekayaan (yang
diketahui atau patut diduga berasal dari kejahat8eplangkan unsur subjektif
(mens reajlilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sgngangetahui atau
patut menduga bahwa harta kekayaan berasal ddrkegdhatan, dengan maksud
untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tet'sebu

Ketentuan yang ada dalam UU TPPU/2010 terkait pesam tindak pidana
pencucian uang menggunakan katetiap orang” dimana dalam pasal 1 angka
(9) ditegaskan bahwa Setiap orang adalah orange@arsgan atau korporasi
Sementara pengertian korporasi terdapat dalam pasagka (10). Dalam pasal
ini disebutkanbahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atauykekayang
terorganisasi baik merupakan badan hukum maupurarbudadan hukum.
Sementara itu, yang dimaksud deng@ansaksi menurut ketentuan dalam
Undang-undang ini adalah seluruh kegiatan yang mmaulkan hak atau
kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukotara dua pihak atau
lebih. Adapuntransaksi keuangan diartikan sebagai transaksi untuk melakukan
atau menerima penempatan, penyetoran, penarikamingeh bukuan,
pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, gemitdan atau kegiatan lain
yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangannyanjadi unsur tindak
pidana pencucian uang adalah transaksi keuangam ry@mcurikan atau patut
dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupumelalui proses

pentransferan/memindahbukukan.
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Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut ketentaag yertuang pada
pasal 1 angka (5) UU TPPU/2010 adalah: transaksarkgan yang menyimpang
dari profil, karakteristik, atau kebiasaan polansaksi dari nasabah yang
bersangkutan, yait(f;

1. transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangag patut diduga
dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelapot@msaksi yang
bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia ¥ssmuangan sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang ini;

2. transaksi keuangan yang dilakukan maupun yatg bdakukan dengan
menggunakan harta kekayaan yang diduga berasahasititindak pidana;
atau

3. transaksi keuangan yang diminta oleh Pusat Beapdan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK) untuk dilaporkan olemaRiPelapor karena
melibatkan harta kekayaan yang diduga berasahdaii tindak pidana.
Menyebutkan tindak pidana pencucian uang salamgatbarus memenuhi

unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimaraksiid dalam pasal 3

UU TPPU/2010, dimana perbuatan melawan hukum tets¢eljadi karena pelaku

melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekaya@mnmerupakan hasil tindak

pidana. Pengertian hasil tindak pidana diuraikadapBasal 2 UU TPPU/2010.

Pada pasal ini Harta kekayaan yang dikualifikasise@lpagai harta kekayaan hasil

tindak pidana adalah harta yang berasal dari k&gahaeperti: korupsi,

penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundugaraga kerja, penyelundupan
migrant, bidang perbankan, bidang pasar modal,nigidesuransi, kepabeanan,
cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata, gelagrisme, penculikan,

pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uangdian, prostitusi, bidang

"Indonesia (e)pp.cit.psl. 1 angka (5).
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perpajakan, bidang lingkungan hidup, bidang kehararbidang kelautan dan

perikanan serta tindak pidana lain yang diancanuimatn 4 tahun penjaré.

Perlu dijadikan catatan, bahwa dalam pembuktiatainpidana pencucian
uang nantinya hasil tindakan pidana merupakan urdelik yang harus
dibuktikan. Pembuktian apakah benar atau tidaknggahkekayaan tersebut
merupakan hasil tindak pidana adalah dengan meimkbuokadanya tindak pidana
yang menghasilkan harta kekayaan tersebut. Buk&uk unembuktikan apakah
benar telah terjadi tindak pidana agaledicate crimg yang menghasilkan harta
kekayaan.

Dalam ketentuan sebagaimana yang sebutkan pada3padshTPPU/2010,
teridentifikasi beberapa tindakan yang dapat dikikaki kedalam bentuk tindak
pidana pencucian uang, yakni tindakan atau perbyatiag dengan sengdja:

1. Menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedsak@sangan baik atas
nama sendiri atau atas hama orang lain, padahetlatil4i atau patut diduga
bahwa harta tersebut diperoleh melalui tindak padan

2. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya adut diduga merupakan
hasil dari tindak pidana pencucian uang, dari spatwyedia jasa keuangan
ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas rs@mdiri maupun atas
nama orang lain.

3.  Membelanjakan atau menggunakan harta kekayaag wgé&ketahui atau
patut diduga merupakan harta yang diperoleh dadiak pidana. Baik atas
nama dirinya sendiri atau atas nama pihak lain.

4.  Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaag gliketahui atau
patut diduga merupakan harta yang diperoleh dail iadak pidana, baik

atas namanya sendiri ataupun atas nama pihak lain.

Ibid., psl. 2.

Ibid., psl. 3.
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5. Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atatutpdiduga merupakan
harta yang diperoleh berdasarkan tindak pidan&, &tas namanaya sendiri
atau atas nama pihak lain.

6. Membawa ke luar negeri harta yang diketahui petut diduga merupakan
harta yang diproleh dari tindak pidana.

7.  Menukarkan atau perbuatan lainnya terhadap kekia@yaan yang diketahui
atau patut diduga merupakan harta hasil tindakngiddengan mata uang
atau surat berharga lainnya, dengan tujuan untuk

menyembunyikan/menyamarkan asal usul harta kekagasebut.

2.3.4.Pengaturan Pencucian Uang Di Indonesia

Indonesia baru memandang praktek pencucian uarggaebkuatu tindak
pidana dan menetapkan sanksi bagi pelakunya akatida diundangkannya UU
No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana PencuciamglU Sebelumnya
pencucian uang di Indonesia belum dinyatakan seébsggtu tindak pidana
sehingga mengakibatkan Indonesia menjadi “surgahh d@asaran kegiatan
pencucian uang.

Beberapa kondisi yang menguntungkan sekali baga paftaku kegiatan
pencucian uang sehingga membuat Indonesia diddsakdonia internasional
untuk segera memberlakukan UU pencucian uang dagkriminalisasi kegiatan
pencucian uang antara lain sistem devisa bebas giangt, sistem kerahasiaan
bank, belum memadainya perangkat hukum, kebutubgara ini akan likuiditas,

dan lainny&®

8N.H.T. SiahaanPencucian Uang Dan Kejahatan Perbankaret.1, (Jakarta: Pustaka
Sinar Harapan, 2002), hal.44-46.
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Sistem kerahasiaan bank dan kelemahan perangkatrhdikindonesia juga
merupakan sarana yang dimanfaatkan oleh para pekkecucian uang. Adanya
pengaturan kerahasiaan ini membuat mereka merasa amtuk menyimpan
uang hasil kejahatannya tanpa harus takut akacattilaleh pihak berwenang.
Ditambah pula dengan kondisi Indonesia yang masihgat membutuhkan
likuiditas, sehingga dunia perbankan Indonesia masemandang pentingnya
dana-dana asing untuk masuk dan diinvestasikanddinesia dan sementara itu
terdapatnya pihak-pihak asing tertentu yang hamgtajis untuk melakukan
investasi di Indonesia jika dijamin tidak diusualassul dananya.

Konsekuensi dari semakin tumbuh dan berkembangaga tndak pidana
dan tindak pidana itu sendiri adalah semakin kumimgngaruh pelaku kejahatan
di bidang ekonomi atau politik yang sudah tentugpakhirnya sangat merugikan
orang banyak serta merusak tatanan perekonomiaienaasOleh sebab itu
aktifitas pencucian uang harus dicegah dan dibasaagar intensitas kejahatan
yang menghasilkan atau melibatkan uang atau asgtjyenlahnya besar itu dapat
diminimalisasi sehingga tingkat kriminalitas merurwlan pada gilirannya
stabilitas perekonomian nasional dapat terjagaatebgik®*

Sehubungan dengan itu, maka pada tanggal 17 ApPAR ZPemerintah
mengundangkan Undang-undang No. 15 Tahun 2002ngenfendak Pidana
Pencucian Uang (UU TPPU/2002) yang pada pokoknyagatar hal-hal sebagai
berikut:

1. Menyatakan secara tegas, bahwa pencucian udalghasuatu tindak

pidana;

8yunus Husein,”"Perkembangan Terkini Rezim Anti Resian Uang Indonesia,”
http://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/42k@embangan-terkini-rezim ___aml_yh x.pdf
diunduh 01 Mei 2012.
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2.  Mendirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Trasisleuangan (PPATK)
sebagaifocal point dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang;

3. Kewajian menyampaikan Laporan Transaksi Keuandgencurigakan
(LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKdlgh Penyedia
Jasa Keuangan kepada PPATK.

4.  Adanya proteksi bagi bank dalam menyampaikporénnya dikecualikan
dari ketentuan rahasia bank. Penyedia Jasa Keuditgdndapat dituntut
secara perdata dan pidana sehubungan dengan lapyeny
disampaikannya.

Namun selanjutnya sesuai pendapat dari Financiibicrask Force on
Money Laundering (FATF), UU TPPU/2002 tersebut nigmnibeberapa
kelemahan, yaitf?

1. Batasan jumlah (threshold) Rp500.000.000 (lm@i@s juta rupiah) pada
definisi kejahatan (Pasal 2). Akibat pembatasasetait, tindak pidana yang
menghasikan kekayaan di bawah lima ratus juta hupasak dapat dituntut
dengan undang-undang ini.

2. Terbatasnya jumlah tindak pidana asal (predicdtences). Pasal 2 UU
TPPU/2002 hanya mencantumkan lima belas macamktipadiana asal,
sementara rekomendasi FATF menyarankan untuk médkeasuseluruh
tindak pidana berat sebagai tindak pidana asal.

3. Penyampaian LTKM oleh PJK dalam batas waktuatnbglas hari sejak
transaksi diketahui, dianggap teralu lama, sehinggenungkin uang hasil

tindak pidana dipindahkan atau ditarik.

8bid., him. 2-3.
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4.  Belum adanya ketentuan yang melarang PJK untrkbocorkan infomasi
tentang LTKM yang sedang disusun atau telah diskkap&epada PPATK
(Anti-tipping off provisioin

5. Definisi LTKM masih kurang luas, karena mengaktransaksi yang
dilakukan atau tidak jadi dilakukan yang diduga uataiketahui
menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tpidaka.

6. Ketentuan mengenai kerjasama internasional hmasirang rinci dan
memadai.

Semua perbaikan terhadap materi tersebut di aizengijkan dalam Undang
undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan UU THIRB/yang mulai
berlaku pada bulan September 2003.

Setelah mengalami perubahan pada bulan Septemb8r @dnyata upaya
yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimalaranlain karena peraturan
perundang-undangan yang ada masih memberikan ruabglnya penafsiran
yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurangntgpatemberian sanksi,
belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembukiaterbatasan akses
informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenisriapoya serta kurang jelasnya
tugas dan kewenangan dari para pelaksana UU TPPR&Ebagaimana diubah
dengan UU TPPU/200%.

Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikgandar
internasional, maka pada tanggal 22 Oktober 20&(ht diundangkannya
Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantdaa Pencegahan
Tindak Pidana Pencucian Uang, yang antara lain atanghal-hal sebagai
berikut:

1. Pokok-Pokok UU No. 8 Tahun 2010 tentang Penmbasan dan
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian WaigTPPU/2010)

#Indonesia (e)pp.cit.,Penjelasan Umum, par. 7.

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris.... Tri TheresadrarigH Ul, 2012

Tinjauan yuridis..., Tri Theresa Tarigan, FHB Ul, 2012.



70

Substansi Pengaturan UU TPPU/2010 merupakaanaauntuk
mewujudkan harapan banyak pihak sebagai hukum untuk
mengantisipasi berbagai pola kejahatan yang mehgeda kegiatan
pencucian uang. Adapun yang menjadi sasaran dalamRPU/2010
ini adalah mencegah dan memberantas sistem ataesppgncucian
uang dalam bentuklacement, layeringlan integration. Kemudian
karena sasaran utama dalam kegiatan pencucianadagh lembaga
keuangan bank maupun non bank, maka sasaran penga@ari UU
TPPU/2010 ini meliputi peranan-peranan aktif dambaga-lembaga
ini untuk mengantisipasi kejahatan pencucian uang.

Lembaga keuangan bank dan non bank diterminologitalam
pengaturan UU TPPU/2010 dengan Penyedia Jasa Kauang
Penyedia Jasa Keuangan diartikan sebagai penysdialpglam bidang
keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengannkematermasuk
tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayperusahaan
efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amatambaga
penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta, asing pensiun,
perusahaan asuransi dan kantor pos. Kemudian basisikm
penanganan kejahatan dalam UU TPPU/2010 ini yanqgosks
dengan hukum acara pidana yang bersifat khusugn&amemang
asas-asas hukumnya bersiét specialis

UU TPPU/2010 sebaghex Specialis

Dalam pasal 68 UU TPPU/2010 ini ditentukan bahwayjukkan,
penuntutan dan pemeriksaan, dilakukan berdasarketentkan
KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam UU ini. Darempgaturan ini
tampak bahwa para pembuat UU menginginkan UU TP®LO/2ni
lebih banyak disesuaikan dengan sifat perkembangesalah

kejahatan pencucian uang yang memiliki karaktergyl@bih khusus
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dari masalah yang diatur oleh perundang-undangiaf‘l2Dengan
demikian tampak bahwa UU ini memanglah memilikiasifex
specialisdan prinsip-prinsip dalam UU ini bisa menjadi pengsdian
terhadap ketentuan-ketentuan UU lain berdasarkansipr lex
specialis derogate lex generalis.
c.  Kualifikasi Perbuatan Pidana dan Ancaman Hukuman
Pidana yang diancamkan kepada yang melakukan @eEmpb
pembantuan atau permufakatan jahat dalam pencuciang
disamaratakan dengan ancaman pidana terhadap patidua yang
telah selesai dilakukan sebagaimana diatur dalaal 83a pasal 4, dan
pasal 5 UU TPPU/2010. Dengan kata lain ancamanssadng
diancamkan pada pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 niglegg terdapat
pada pasal 10 tidak dibedakan.
Pengaturan dalam pasal 10 UU TPPU/2010 ini berbatiu
menyimpang secara prinsipil dengan ketentuan d#&lbidP, karena
pada pasal 53 dan 57 KUHP menentukan bahwa kuasifik
percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat akaed
kualifikasinya dengan perbuatan pidana yang tedédsai dilakukan.
d. Fungsi PPATK Yang diperluas
Dalam UU TPPU/2010 ini fungsi PPATK menjadi lebinas
dibandingkan Undang-undang sebelumnya dimana foygsantara
lain:®
i. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidanag@anaiang.
ii.  Pengelolaan data dan informasi yang diper&lPATK.
iii. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor.

8sjahaanpp.cit, him. 48.

8 Indonesia (e)pp.cit, psl. 40.
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iv. Analisis atau pemeriksaan laporan dan infoim@ansaksi
keuangan yang berindikasi tindak pidana pencuciamgu
dan/atau tindak pidana lain.

Dengan adanya fungsi-fungsi tersebut maka kewemamJaATK

menjadi semakin luas guna menjalankan fungsi-furygsiersebut.

e. Perintah Pemblokiran Penyidik, Penuntut Umumidakim Tindakan
pemblokiran terhadap harta kekayaan tersangkatatdakwa dapat
dilakukan jika sudah diketahui atau patut didugdahtersebut adalah
hasil kejahatan.

Pasal 71 UU TPPU/2010 menentukan bahwa penyidikurmgeat

umum dan hakim berwenang untuk memerintahkan Pemnydaba

Keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap hieeteayaan

setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepgaehyidik yang

diketahui atau patut diduga merupakan hasil suatiak pidana.

f. Alat Bukti danCyberlaundering
Dalam Pasal 73 UU TPPU/2010 yang merupakan alati loiakam
pemeriksaan adaldfi:

a.  alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukunmadealana;

b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkédarimkan,
diterima, atau disimpan secara elektronik denganagtik atau
alat yang serupa optik dan dokumen, dan

c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 aegka
Adapun ketentuan dalam pasal 1 angka 16 UU TPP0/201

adalah®’

®bid., psl. 73.

#bid., psl. 1 angka (16).
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“‘Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi ydagat

dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat laigkkan

dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik gengrg di

atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, y@ag terekam

secara elektronik, termasuk tapi tidak terbatagspad

a. tulisan, suara atau gambar

b. peta, rancangan, foto atau sejenisnya;

c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasigyaremiliki
makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
membaca atau memahaminya.”

Alat bukti yang dipergunakan dalam pemeriksaanustiatiak pidana
pencucian uang menurut pasal 73 UU No. 8/2010 emang sangat
beragam. Hal ini jelas merupakan suatu kebutuhamanda
pemberantasan pencucian uang karena masalah p@mcuaing
merupakan masalah yang sangat kompleks karena naagusistem
kejahatan yang dipraktekkan oleh para pelaku panugang sudah
melibatkan alat-alat berteknologi tinggi.

Penentuan Pidana Minimum dan Maksimum

Berbeda dengan KUHP, UU TPPU/2010 ini menentukaraman
pidana secara minimum dan maksimum. Hal ini dapatlkat antara
lain pada pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 7itUang
menentukan ancaman pidana penjara paling singltian®) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paliedikg Rp.
1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling \Jan Rp.
100.000.000.000.,- (seratus milyar rupiah).

Peradilarin Absentia

Kekhususan hukum acara pidana yang dipergunakah bl
TPPU/2010 ini ialah diterapkannya sistem peradilanabsentia
Peradilanin absentiaialah peradilan yang dilakukan dengan suatu
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putusan pengadilan dimana terdakwa sendiri tidadir h@eskipun
telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yarighu.
Pengaturan sistem peradilan absentiayang diatur dalam pasal 79
UU TPPU/2010 ini bertujuan agar peradilan dapajatsr dengan
lancar walaupun tanpa kehadiran terdakwa. Tujuamya adalah
untuk menyelamatkan harta dari hasil kejahatan ydiladiukan oleh
terdakwa tersebut.

Pembuktian Terbalik

UU TPPU/2010 menganut pula sistem pembuktian tiégbdimana
terdakwa sendirilah yang diwajibkan untuk membuktikbahwa
dirinya tidak bersalah.

Ketentuan dalam pasal 77 menyatakan:

“‘untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilterdakwa
wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukamupaan hasil
tindak pidana.”

Harta Terdakwa Yang Meninggal Sebelum Putusakid

Dalam pasal 79 ayat (4) UU TPPU/2010 ini dinyatakahwa jika
seorang terdakwa meninggal dunia sebelum putusakimha
dijatuhkan, dimana terdapat bukti-bukti meyakinkewa terdakwa
melakukan tindak pidana tersebut, maka hakim dapambuat
penetapan tentang harta terdakwa yang sudah disitk dirampas
dan dimiliki oleh negara.

Ketentuan pada pasal 79 ayat (4) ini sangat barigah dengan asas
presumption of innocencejmana seseorang tidak dapat dinyatakan
bersalah sebelum ada keputusan hakim yang menyatzdawva ia

bersalah atas dakwaan yang didakwakan kepadanya.
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Pengaturan Mengenai Pusat Pelaporan dan Andlisissaksi Keuangan
(PPATK)

Secara kelembagaan PPATK dibentuk dengan diundang&a UU
TPPU/2002 yaitu sesuai dengan ketentuan pada A8&salyat (1) yang
menyatakan: “Dalam rangka mencegah dan memberainidak pidana
pencucian uang, dengan Undang-undang ini diberf4XTiK”.

Dengan dibentuknya PPATK ini, maka Indonesia tet@menuhi salah satu
dari The Forty Recommendationymng diusulkan olelFinancial Action
Task Force On Money Launderi@ATF), dalam usaha pemberantasan
tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dalasalpke 16The Forty
Recommendationdari FATF disebutkan mengenai pembentukarancial
Intelligent Unityang secara umum bertugas menganalisis transaksiatksi
keuangan untuk mencegah adanya transaksi yang akempkegiatan
pencucian uang, dan lembaga yang memiliki kewenmasggertiFinancial
Intelligent Unitdi Indonesia ini adalah PPATK.

PPATK ini memiliki kelembagaan yang independen, gyamebas dari
campur tangan yang bersifat politik seperti Lembidggara, Penyelenggara
Negara dan pihak lainnya. PPATK dalam melaksanakagasnya
diwajibkan untuk menolak campur tangan dari pihanapun. Prinsip ini
dapat ditafsirkan dari ketentuan pasal 18 ayatlé?) pasal 25 ayat (1) UU
TPPU/2002 yang menyatakan: Pasal 18 ayat (2):"PPA@Halah lembaga
yang independen dalam melaksanakan tugas dan wegmyaPasal 25
ayat (1): “Setiap pihak tidak boleh melakukan sadmntuk campur tangan
terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPA&KyeButan PPATK
secara internasional adalah INTRAC (Indonesian Jaetion Report and
Analysis Centre).

Pada penjelasan pasal 25 ayat (2) UU TPPU/2002 ategkgn bahwa yang

dimaksud dengan ‘“independen” adalah bebas darirvansi pihak

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris.... Tri TheresadrarigH Ul, 2012

Tinjauan yuridis..., Tri Theresa Tarigan, FHB Ul, 2012.



76

manapun. Sifat independen dari PPATK ini juga ditdgn dalam ayat
berikutnya bahwa PPATK, yang diwakili oleh kepatndvakil kepalanya,
untuk menolak campur tangan pihak I3in.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan ini maka tidatunigkinkan adanya
campur tangan eksternal dalam pelaksanaan tugdsedamangan PPATK.
PPATK yang merupakan lembaga independen yang lyguag jawab
kepada Presiden merupakdfinancial Intelligent Unit dengan model
administratif administrative model)Model administratif ini lebih banyak
berfungsi sebagai perantara antara masyarakatiradastri jasa keuangan
dengan institusi penegak hukum. Laporan yang makalkalisis dahulu
oleh lembaga ini kemudian dilaporkan ke institusn@gak hukum, yaitu
Kepolisian dan Kejaksaan.

Suatu financial intelligent unitbiasanya melakukan beberapa tugas dan
wewenang, yaitu tugas pengaturan sebagai regulatlgkukan kerjasama
dalam rangka penegakkan hukum, bekerjasama deraaor keuangan,
menganalisa laporan yang masuk, melakukan penganertedap seluruh
data dan aset yang ada, melakukan kerjasama istenah dan fungsi
administrasi umum. PPATK sebagai su&nancial intelligent unitjuga
melaksanakan fungsi yang demiki&h.

Untuk melaksanakan perannya sebafyaancial intelligent unit dalam
usaha pencegahan dan pemberantasan pencuciani adgnesia, PPATK
diberikan tugas dan wewenang oleh UU TPPU/2010 gsetveana yang

®Indonesia (f), Undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uaid, No 15
Tahun 2002, LN No. 30 Tahun 2002, TLN No. 4191, pSlayat (2).

8Yunus Husein, “PPATK: Tugas, Wewenang dan Perarmdajam Memberantas Tindak
Pidana Pencucian Uang,” (Makalah disampaikan pa&airgr Sehari Memahami UU RI No.15
Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uakgrtda6 Mei 2003).
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diatur dalam Pasal 39 UU TPPU/2010 mengenai tugasaiPPATK dalam
mencegah dan memberantas tindak pidana pencuciag. &edangkan
fungsi PPATK sebagaimana diatur dalam Pasal 40 BBU/2010 antara

lain adalah:

a.

b
C.
d

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidacageemuang;
Pengelolaan data dan informasi yang diper@RATK;

Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelagor; d

Analisis atau pemeriksaan laporan dan inforrigasnsaksi Keuangan
yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dam/fandak pidana

lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pada ketentuan Pasal 41 UU TPPU/2010, PPATK dalataksanakan
fungsi pencegahan dan pemberantasana tindak piganeucian uang,
PPATK berwenang:

a.

meminta dan mendapatkan data dan informaisindgéansi pemerintah
dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangamgehaa data

dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah/atau lembaga
swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;

menetapkan pedoman identifikasi Transaksi KgaamMencurigakan;

mengkoordinasikan upaya pencegahan tindak ai@amcucian Uang
dengan instansi terkait;

memberikan rekomendasi kepada pemerintah mangepaya

pencegahan tindak pidana Pencucian Uang;

mewakili pemerintah Republik Indonesia dalamaargasi dan forum
internasional yang berkaitan dengan pencegaharpéarberantasan
tindak pidana Pencucian Uang;

menyelenggarakan program pendidikan dan pelaténatipencucian

uang; dan
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menyelenggarakan sosialisasi pencegahan danepamiéisan tindak

pidana Pencucian Uang.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadapukepapihak pelapor
sebagaimana diatur di dalam Pasal 43 UU TPPU/Z2RATK berwenang:

a.

Menetapkan ketentuan dan pedoman tata caagpquvah bagi pihak
pelapor.

Menetapkan kategori pengguna jasa yang bergiotmelakukan
tindak pidana pencucian uang.

Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus.

Menyampaikan informasi dari hasil audit kepa@mbaga yang
berwenang melakukan pengawasan terhadap pihakopelap
Memberikan peringatan kepada pihak pelapor yamganggar
kewajiban pelaporan;

Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenamgabut izin
usaha pihak pelapor; dan

Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mehg®ragguna jasa
bagi pihak pelapor yang tidak memiliki lembaga pemgs dan

pengatur.

Dalam melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksiagoran dan
informasi, dalam ketentuan Pasal 44 UU TPPU/20&a@udibahwa PPATK

dapat:

a.
b.

C.

Meminta dan menerima laporan dan informasiglhak pelapor.
Meminta informasi kepada instansi atau pileskétit.

Meminta informasi kepada pihak pelapor benda@sapengembangan
hasil analisis PPATK.

Meminta informasi kepada pihak pelapor bend@sapermintaan dari

instansi penegak hukum atau mitra kerja di luaeneg
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e. Meneruskan informasi dan/atau hasil analigia#ea instansi peminta,
baik di dalam maupun di luar negeri.

f. Menerima laporan dan/atau informasi dari masyar mengenai
adanya dugaan tindak pidana pencucian uang.

g. Meminta keterangan kepada pihak pelapor daskgdéin yang terkait
dengan dugaan tindak pidana pencucian uang.

h.  Merekomendasikan kepada instansi penegak hukoengenai
pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapas iafarmasi
elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengatentuan
peraturan perundang-undangan.

I. Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghamtigementara
seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atmurigai
merupakan tindak pidana.

J- Meminta informasi perkembangan penyelidikan ganyidikan yang
dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan akdpidana
pencucian uang.

k. Mengadakan kegiatan administratif lain dalamghup tugas dan
tanggung jawab sesuai dengan ketentuan undang-gindadan

l. Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaandapanyidik.

Dari tugas dan wewenang yang di atur dalam ketenteesebut di atas,

terdapat dua tugas PPATK yang sangat menonjol deltannya dengan

usaha pencegahan dan pemberantasan pencucian idadgreesia. Tugas
pertama adalah untuk mendeteksi terjadinya tinddna pencucian uang,
dan yang kedua adalah tugas untuk membantu permedakaim yang

berkaitan dengan kegiatan pencucian uang dan jagakt pidana yang
melahirkannyagredicate crimes

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga indepegmadg bertujuan

untuk mencegah dan memberantas kegiatan pencuaran di Indonesia,
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PPATK akan bekerja sama dengan banyak pihak. Sé¢sigan Kepolisian
dan kejaksaan sebagai penegak hukum yang berwenaigkukan
penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana pgacuuang, PPATK
juga akan bekerjasama dengan Bank Indonesia, Ditggak, Dirjen Bea
Cukai, Badan Pengawas Pasar Modal, Departemen Kanamasyarakat
dan lembaga-lembaga lain baik dari dalam maupumiegeri.

Melihat begitu banyaknya pihak yang terlibat dalasaha pencegahan dan
pemberantasan pencucian uang ini, dapat disadasicblkegiatan pencucian
uang merupakan suatu ancaman yang sangat berbabalymgga

dibutuhkan kerjasama dari banyak pihak untuk damatghadapinya.

24. ANALISIS

2.4.1.Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Berdasarkan UUJN

Notaris sebagai pejabat umum berarti bahwa kepadarid diberikan dan
dilengkapi kewenangan atau kekuasaan umum yanganghkyt publik. Sebagai
pejabat umum, Notaris merupakan perpanjangan tangagara untuk
memberikan perlindungan hukum kepada warga negal@amdbidang hukum
privat yaitu dalam pembuatan akta otentik dan ttiggas lain yang dibebankan
kepada Notaris. Adanya kewenangan yang diberikarkdpercayaan dari warga
negara yang dilayani menjadi dasar tugas dan fuNgsaris dalam lalu lintas
hukum.

Dengan adanya kewenangan dan kepercayaan tersetaka harus
dipastikan adanya pengawasan terhadap Notaris dalenjalankan tugas
jabatannya sesuai dengan kaidah hukum yang menda&saenangannya untuk
menghindari penyalahgunaan kewenangan atau kepemtapang diberikan. Oleh

karena itu, demi terjaminnya perlindungan hukum #apastian hukum bagi
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warga negara, tujuan pokok pengawasan adalah egalashak, kewenangan dan
kewajiban yang diberikan oleh peraturan dasar ybegsangkutan senantiasa
dilakukan sesuai dengan rambu-rambu hukum yang thtantukan, bukan saja
atas dasar jalur hukum tetapi juga atas dasar naaal etika profesi serta
mengedepankan asas kehati-hatian, kecermatanyiajujan amanah.

Pengawasan terhadap Notaris merupakan aspek pewjad hukum bagi
Notaris dalam menjalankan tugasnya selaku pejabainmu Notaris sebagai
manusia biasa secara kodrati dapat melakukan keselesalahan baik yang
bersifat pribadi maupun yang menyangkut profesitasldalam menjalankan
tugas jabatannya. UUJN sebagai peraturan perungasf@pagan yang mengatur
secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat Niefaris, telah menempatkan
Notaris sebagai pejabat umum yang menjalani profegium® sehingga
perlindungan hukum yang perlu diberikan kepada fotaukanlah Notaris
sebagai pribadi melainkan sebagai suatu profesi.

Secara umum, bentuk perlindungan hukum bagi Notialsm menjalankan
profesinya ditandai dengan terdapatnya: organigedesi; aturan-aturan kode
etik profesi yang ditetapkan sendiri oleh organigasfesi; penjatuhan sanksi;
pencabutan izin profesi; dan tidak adanya cammgaa eksekutif, yudikatif atau
legislatif terhadap profesi itu sendiri. Agar pedungan hukum tersebut dapat
dijalankan secara efektif, perlu disediakan pulswpaya hukum yang meliputi
upaya hukum non yudisial, yaitu dengan melakukarhakyang oleh aturan
dibenarkan untuk dilakukan maupun upaya hukum demgelalui jalur yudisial

atau melalui peradilan.

“Profesi sebagai suatu pekerjaan yang didasarkaa keahlian tertentu yang diperoleh
melalui pendidikan formal pengalaman-pengalaman palatihan-pelatihan dan orang yang
menjalankan profesi itu adalah seorang professisgedangkan organisasi profesi merupakan
kumpulan orang yang menjalankan profesi. Lihatif@jsachman dan Habib Adjiep.cit., him.
230.
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Pengaturan dalam UUJN sebagai bentuk perlindungakunh yang

diberikan kepada Notaris dalam menjalankan projesterdapat dalam Pasal 66

UUJN yang perumusannya adalah sebagai berikut:

bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penypikuntut umum atau
hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerafebang mengambil

fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yangkdilean pada minuta akta
atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris a@manggil Notaris

untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan deagtmyang dibuatnya
atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpa&iwaris.

Berdasarkan ketentuan pasal 66 UUJN tersebut @i d#gpat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

a.

Penyidik, penuntut umum maupun hakim hanya Hgenkan untuk

mengambilfotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkedap
minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpahdaris maupun

memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaargyaerkaitan dengan
akta yang dibuat atau protokol Notaris yang beaam penyimpanannya
sepanjang untuk kepentingan proses peradilan yatah tmemperoleh

persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah.

Terhadap minuta akta dan/atau surat-sagtatyang dilekatkan pada minuta
akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Netéidak diperkenankan
atau tidak dibenarkan untuk diambil oleh penyigi&nhuntut umum maupun
hakim.

Pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut ummaupun hakim untuk

hadir dalam pemeriksaan suatu perkara, baik pergatana maupun tata
usaha/administrasi negara yatigak berkaitan dengan akta yang dibuat
atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaridakiah memerlukan

persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah.
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Pengertian Notaris yang tercantum dalam Pasal 68NJlni mencakup
pejabat sementara Notaris, Notaris pengganti daardgengganti khusus, baik
ketika menjalankan tugas jabatannya maupun Kkefittak tlagi menjalankan
jabatannya. Atas pengambilan fotokopi minuta aktan/atau surat-surat
sebagaimana disebutkan di atas harus dibuat su&ita kacara penyerahan,
namun undang-undang ini maupun penjelasannya tidakgatur secara tegas
pihak yang berkewajiban membuat dan menandatargenta acara tersebut.
Dalam praktek sehari-hari, suatu berita acara pehgm dibuat dan
ditandatangani oleh pihak yang memberikan dan nmeagpenyerahan tersebut,
yang dalam hal ini adalah Notaris dan pihak pekydin/atau penuntut umum
dan/atau hakim.

Ketentuan Pasal 66 UUJN ini mutlak kewenangan Maj@lengawas
Daerah yang tidak dipunyai oleh Majelis Pengawasaydh maupun Majelis
Pengawas Pusat. Substansi Pasal 66 UUJN imperafuklan oleh penyidik,
penuntut umum atau hakim dengan batasan sepangnkgitan dengan tugas
jabatan Notaris dan sesuai dengan kewenangan 8latabagaimana tersebut
dalam Pasal 15 UUJN. Ketentuan tersebut berlakyahdalam perkara pidana
karena dalam pasal tersebut berkaitan dengan peyasdik dan penuntut umum
dalam ruang lingkup perkara pidana. Jika seorangri$odigugat perdata, maka
izin dari Majelis Pengawas Daerah tidak diperlukearena adalah menjadi hak
setiap orang untuk mengajukan gugatan apabila adahdknya dilanggar
berdasarkan suatu akta yang dibuat oleh seorargyiblot

Dalam hal ini, fungsi Majelis Pengawas Daerah iukdnlah sebagai
superbodyatau badan yang paling tinggi melainkan sebagaigmgangan tangan
dari badan Kementerian Hukum dan HAM yang tujuannyelakukan
pengawasan terhadap profesi Notaris. Mengapa peglgawasan? Karena
Notaris diangkat oleh pemerintah sebagai pejabainumantuk membuat akta

otentik untuk dan guna melayani masyarakat. Makganaerlu dilindungi sebagai
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pengguna. Jadi apabila ada laporan dari masyatelait dugaan pelanggaran,
maka Majelis Pengawas Daerah yang akan memanggibdepatut Notaris yang
bersangkutan untuk diminta keterangan.

Dalam kaitan ini Majelis Pengawas Daerah haruskbbjestika melakukan
pemeriksaan atau meminta keterangan dari Notatiskumemenuhi permintaan
peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim, ngai Majelis Pengawas
Daerah harus menempatkan akta Notaris sebagai pbjeleriksaan yang berisi
pernyataan atau keterangan para pihak, bukan mextlkeamp subjek Notaris
sebagai objek pemeriksaan, sehingga tata cara patmedur pembuatan akta
harus dijadikan ukuran dalam pemeriksaan ters&mnigan demikian diperlukan
anggota Majelis Pengawas Daerah, baik dari unsuarldp pemerintahan dan
akademis yang memahami akta Notaris, baik dariggh@smaupun substansinya.
Tanpa ada izin dari Majelis Pengawas Daerah, péqymenuntut umum dan

hakim tidak dapat memanggil atau meminta Notariardauatu perkara pidana.

2.4.2.Kewajiban Notaris Untuk Merahasiakan Isi Akta

Notaris sebagai seorang pejabat umum sebelum dapatjalankan
jabatannya dengan sah, harus terlebih dahulu mgkgasumpah atau diambil
sumpahnya. Sumpah jabatan Notaris, sebagaimarstens dalam Pasal 4 ayat 2
UUJN mengatur tentang rahasia jabatan yang wagigaidan dipertahankan oleh
Notaris berdasarkan Undang-Undang. Pengaturanbtdrseenjadi dasar bagi
Notaris untuk tidak bicara, sekalipun di muka peliga, artinya Notaris tidak
diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengepaiyang dimuat dalam

aktanya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap rahakatan, maka Notaris yang

“"Hasil wawancara dengan Winanto Wiryomartani S.H.Hin., anggota Majelis
Pengawas Pusat Notaris pada tanggal 3 Mei 2012.
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bersangkutan dapat dituntut dan diadukan ke pelagadileh mereka yang
berkepentingan.

Setelah mengangkat sumpah jabatan, maka segalgibawedan hak yang
berkaitan dengan jabatan Notaris secara otomatiskatepada dirinya di dalam
menjalankan jabatannya tersebut. Kewajiban yangakiod antara lain yang
telah diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1)flailiUIJN mengenai kewajiban
Notaris untuk merahasiakan isi akta, baik yang mekan aktgpartij maupun
akta pejabatgmbtelijkeakta) dan kewajiban bahwa seorang Notaris hanyatdap
memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukanalkda, Grosse Akta,
Salinan akta atau kutipan Akta kepada orang yankebentingan langsung pada
akta, ahli waris atau orang yang memperoleh halg yarmasuk dalam Pasal 54
UUJN mengenai Grosse Akta, Salinan Akta, dan Katipkta.

Sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuarbierse atas, apabila
orang yang meminta keterangan mengenai akta ydugitiya adalah orang yang
tidak berkepentingan, maka Notaris wajib untuk nekonemberikan keterangan
atau merahasiakan isi akta yang bersangkutan. Setagtoh, apabila seseorang
datang kepada Notaris dan menanyakan mengenaiyakta dibuat oleh orang
lain yang tidak ada hubungannya dengan orang yartgriya tersebut atau tidak
memiliki kepentingan sama sekali dengan akta yahgad oleh Notaris, dalam
hal ini Notaris berdasarkan ketentuan Undang-Undangajibkan untuk tidak
menanggapinya atau merahasiakanfiya.

Apabila Notaris melanggar sumpah jabatan dan keamjitersebut, maka
Notaris dapat dikenakan sanksi. Pelanggaran tephRadaal 4 UUJN, Pasal 16
ayat (1) huruf e UUJN dan Pasal 54 UUJN merupakalanggaran terhadap
sumpah jabatan dan kewajiban Notaris. Pelanggareseliut dapat dikenakan

sanksi vyaitu teguran lisan, teguran tertulis, peimd@ian sementara,

2bid.
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pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentiaraddidak hormat. Sanksi
yang diberikan hanyalah sanksi administratif ddakiada sanksi pidana.

Apabila ditelaah mengenai isi dari sumpah jabatartails, maka perlu
kiranya ditegaskan sampai berapa jauh rahasiagjalidotaris tersebut. Hal ini
menjadi penting untuk dipertimbangkan karena meggjithahwa rahasia jabatan
Notaris mempunyai hubungan erat dengan hak inglarNbtaris, terutama di
dalam menentukan mengenai dalam hal bagaimana idobtmrkewajiban
mempergunakan hak ingkarnya.

Hak ingkar merupakan pengecualian terhadap ketentwaum yang
menyatakan bahwa setiap orang yang cakap menjakBi daerkewajiban
memberikan kesaksian di muka pengadilan, baik dalemses perdata maupun
dalam proses pidana. Hak ingkar diperlukan olelmasgpNotaris untuk menjaga
kepercayaan yang telah diamanatkan oleh klienrg@atdn yang dipangku oleh
Notaris adalah jabatan kepercayaan sehingga okelmdaya masyarakat bersedia
mempercayakan sesuatu kepadanya sekalipun ada issebggng tidak
dicantumkan dalam akta. Apabila seorang Notaraktimemahami mengenai hak
ingkar yang dimilikinya sehingga tidak bisa membatdirinya, maka sebagai
akibatnya Notaris tersebut akan dengan segeraakgjaih kepercayaan publik dan
tidak lagi dianggap sebagai seorang yang dapatadipa sepenuhnya.

Dalam menjalani jabatan, ada kemungkinan Notapgardigil sebagai saksi,
baik dalam perkara perdata maupun perkara pidamdanD hal ini Notaris
dihadapkan pada suatu keadaan dilematis di antae lewajiban yang
bertentangan satu sama lain, yaitu di satu sisgjb menyimpan rahasia jabatan
dan di lain sisi ia wajib memberikan kesaksian mualari tingkat penyidikan
sampai tingkat pemeriksaan di pengadilan.

Hal lain yang juga dihadapi yaitu, ia harus menleatusendiri, apakah ia
harus menggunakan hak ingkar yang diberikan kepadateh undang-undang
atau tidak. Kewajiban untuk memberikan kesaksiagi baorang Notaris adalah
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fakultatif, artinya hal itu tergantung dari pendai dari Notaris itu sendiri dan
karenanya ia dapat menolak untuk memberikan kejaraketerangan mengenai
segala sesuatu yang menyangkut tentang aktanyakipvaskeputusan akhir
untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak ing#larpada Notaris itu
sendiri, sudah sepatutnya seorang Notaris memgetigkan dengan mendalam
dan penuh tanggung jawab dalam memilih sikap yaaling tepat sesuai
pengetahuan dan hati nuraninya.

Tetapi bila terjadi suatu perkara pidana dan pekymemerlukan bukti
berupa akta yang terdapat pada Notaris maka pé&ngi@ipat meminta Notaris
untuk membuka kerahasiaan aktanya setelah penmidikinta persetujuan/izin
secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerafrtsggrcantum dalam Pasal 66
ayat 1 UUJN jo, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14 dar Pas®eraturan Menteri Hukum
dan HAM Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Remglan Minuta Akta
dan Pemanggilan Notaris (Peraturan Menteri/200aH)gydapat diuraikan sebagai
berikut:

1. Pasal 8 Peraturan Menteri/2007 mengatur bahwa:

(1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk képgan proses
peradilan dapat mengambil Minuta Akta dan/atau tssueat yang
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notarisalach
penyimpanan Notaris, dengan meminta kepada Notgasg
bersangkutan untuk mengambil Minuta Akta dan/ataatssurat yang
dilekatkan pada Minuta Akta pada Protokol Notariglach
penyimpanan Notaris dengan mengajukan permohonatigkepada
Majelis Pengawas Daerah.

(2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ggat

tembusannya disampaikan oleh Notaris.
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(3) Permohonan yang dimaksud pada ayat (1) memuasara
pengambilan Minuta Akta dan/atau surat-surat yaitekatkan pada
Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpahataris.

Pasal 9 Peraturan Menteri/2007 mengatur bahwa:

Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuank upgngambilan

Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkadap®linuta Akta atau

Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris sebagaarnyang dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (1) apabila:

a. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan MiAlta dan/atau
surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta pad#oRol Notaris
dalam penyimpanan Notaris;

b.  belum gugur hak menuntut berdasarkan ketenteratartg daluwarsa
dalam peraturan perundang-undangan di bidang gidana

c. ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dampipaik;

d. adadugaan pengurangan atau penambahan dataMikia; atau

e. adadugaan Notaris melakukan pemunduran taAggalantidatum).

Pasal 14 Peraturan Menteri/2007 mengatur bahwa:

(1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk keéjpgran proses
peradilan dapat memanggil Notaris sebagai sakssangka atau
terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis deepdajelis
Pengawas Daerah.

(2) Permohonan sebagaimana pada ayat (1) tembusatisgmpaikan
kepada Notaris.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat €ihjuat alasan
pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangkatatdakwa.

Pasal 15 Peraturan Menteri/2007 mengatur bahwa:

Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan nuggitan Notaris

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) apabil
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a. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan MiAlta dan/atau
surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta daotdRiol Notaris
dalam penyimpanan Notaris; atau

b.  belum gugur hak menuntut berdasarkan ketenteratartg daluwarsa
dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana

Apabila persetujuan/izin itu diberikan oleh Majeisngawas Daerah secara

tertulis kepada penyidik maka Notaris harus menkbarifotokopi Minuta Akta
dan membuat berita acara penyerahan yang disimieéinNotaris sebagai alat
bukti kepada penyidik yang selanjutnya dipergunakabagai alat bukti di

persidangan.

2.4.3.Pengaturan Ketentuan Rahasia Bank Dalam Kaitannya Dengan

Pemberian Jasa Notaris Terhadap Bank

Pengaturan ketentuan rahasia bank diperlukanurdikk kepentingan bank
maupun untuk kepentingan dari nasabah bank ituirseM&sabah hanya akan
mempercayakan uangnya pada lembaga perbankan ataupmanfaatkan jasa
perbankan lainnya apabila dari lembaga tersebujsadiman bahwa pengetahuan
tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabalakigiaklisalahgunakan oleh
mereka yang bergerak di dalam kegiatan perbankaahet atau oleh pihak lain
yang tidak berhak dan berkepentingan. Ketentuasebet menegaskan bahwa
lembaga perbankan harus memegang teguh keteraragap tgrcatat olehnya
dimana ketentuan itu juga berlaku bagi pihak tksafi dalam kegiatan
operasional perbankan tersebut.

Sebagai lembaga kepercayaan, agar Bank dapatnemesrus menjalankan
kegiatan usahanya dan terhindar dari kekurangaa deucollapse,maka Bank
memerlukan dana yang salah satunya berasal daa masabah penyimpan.

Namun sebelum Bank yang bersangkutan menerima damanasabah, adalah
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lebih baik dibuat suatu perjanjian antara Bank dasabah yang mencantumkan
secara jelas hak dan kewajiban dari masing-masingkp Hal tersebut untuk
menjamin adanya kepastian hukum dan memungkinkaduskebelah pihak
terhindar dari sengketa baik di luar maupun melgengadilan yang dapat
merugikan kedua belah pihak itu sendiri.

Agar perjanjian yang dibuat antara Bank dan nasabammiliki kekuatan
pembuktian yang kuat, untuk itu diperlukan perantaNe untuk membuat
perjanjian tersebut dalam bentuk akta otentik. Datal ini Notaris juga berperan
untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pétggk perjanjian yang
dibuat sesuai dengan hukum dan peraturan perungaieigan yang berlaku,
berikut segala dokumen pendukung dalam pembuattn Ecjanjian tersebut.
Selain itu dalam memberikan jasanya, Notaris selyaik tetap bersikap
independen dan tidak memihak kepada pihak yang lakat.

Seperti diuraikan dalam Pasal 1 ayat (22) UU Pdwdaii998, salah satu
pihak terafiliasi diantaranya adalah pihak yang ioenkan jasanya kepada bank
yang meliputi akuntan publik, penilai, konsultarktin, dan konsultan lainnya.
Sebagai contoh, pernyataan pendapat akuntan pubékgenai wajar atau
tidaknya suatu laporan keuangan dalam rangka mekemtingkat kepercayaan
dari pembaca terhadap data yang disajikan dalaordapkeuangan, dalam hal
perusahaan sebagai nasabah penyimpan dana. Imti lmantan publik telah
terlebih dahulu mengetahui simpanan perusahaarebtigrssebagai nasabah
penyimpan dana sebelum pernyataan diberikan. Datameekuensi ini, akuntan
publik yang ditunjuk oleh Badan Pembinaan dan Peagan Pasar Modal
melakukan pemeriksaan atas simpanan nasabah pemyiggng terdapat pada
bank-bank tertentu wajib merahasiakan segala kegara yang diperolehnya
berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakylanterhadap nasabah

penyimpan dana tersebut.
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Notaris yamggnberikan jasanya
kepada Bank dalam membuat perjanjian antara Banknd@abah penyimpan
adalah termasuk pihak terafiliasi sebagaimana dsohkialam Pasal 1 angka (22)
UU Perbankan/1998, sehingga Notaris ikut sebadpalkpyang harus tunduk pada
pengaturan tentang rahasia bank. Sebagai konsehkyandlotaris wajib untuk
merahasiakan segala keterangan yang diperolehmjaittedengan nasabah
penyimpan dan simpanannya sehubungan dengan akta diduat olehnya.
Apabila Notaris melanggar ketentuan kerahasiaan rdamberikan informasi
kepada orang yang tidak berkepentingan, maka Nojaga dapat dikenakan
sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (IBethankan/1998 vyaitu
hukuman penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun s#dama-lamanya 4
(empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya R)00.000.000,00 (empat
milyar Rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp. 6.00000@000 (enam milyar
Rupiah).

Sejalan dengan itu, Notaris yang memberikan jadasat@ap Bank selain
tunduk pada ketentuan rahasia jabatan Notaris aghaga diatur dalam UUJN,
juga harus tunduk pada ketentuan rahasia bank yd#agr dalam UU
Perbankan/1998. Untuk memahami hubungan diantataakketentuan tersebut,
maka dalam hal ini berlaku prinsigex Spesialis Derogat Lex Generatiginya
peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan ketenperaturan yang lebih
umum. Pinsip ini digunakan karena UUJN merupakamatpean yang mengatur
mengenai Notaris secara umum sedangkan UUPerbd®igghmengatur secara
khusus mengenai Notaris dalam kedudukannya selggak terafiliasi yang
memberikan jasa terhadap Bank. Artinya, Notarisgyamemberikan jasa bagi
Bank dan wajib menyimpan rahasia Bank khususnyakustta-akta yang dibuat
antara Bank dan nasababh.

Rahasia jabatan Notaris mencakup isi akta dan d&sgen yang diberikan

berkaitan dengan pembuatan akta berdasarkan UUaNum jika isi akta dan
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keterangan yang diberikan berkaitan dengan hubuagdéara nasabah dengan
Bank maka hal tersebut tunduk pada rahasia bankdabarkan
UUPerbankan/1998.

Termasuk juga di dalamnya mengenai pelaksanadmgrergan hukum
bagi Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUJ\hatlap Notaris yang
memberikan jasa bagi bank atau Notaris sebagak pérafiliasi, pihak penyidik,
penuntut umum maupun hakim sepanjang untuk kepgntirproses peradilan,
hanya diperkenankan untuk: (1) mengambil fotokopiuta akta dan/atau surat-
surat yang dilekatkan pada minuta akta atau; (2togol Notaris dalam
penyimpanan Notaris maupun; (3) memanggil Notarmguki hadir dalam
pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang ddiaatprotokol Notaris yang
berada dalam penyimpanannya, dengan persetujuan Migelis Pengawas
Daerah yang telah terlebih dahulu mendapatkan taériatau persetujuan tertulis

dari Pimpinan Bank Indonesia.

2.4.4 Pengecualian Ketentuan Rahasia Bank Dan Rahasia Jabatan Notaris
Berdasarkan UU TPPU/2010

A. Pengecualian Ketentuan Rahasia Bank

Dalam pengaturan masalah rahasia bank terdapatatiematif, yaitu
pertama, yang menganggap rahasia bank itu bersitdtak dan kedua, yang
menganggap rahasia bank itu bersifat relatif. Pestdgang menyatakan rahasia
bank bersifat mutlak, artinya keterangan tentangabah dan keadaan
keuangannya harus dirahasiakan dalam segala staaskondisi tanpa kecuali.
Sebaliknya yang berpendapat rahasia bank bers#atifr mengakui bahwa
keterangan tentang nasabah dan keadaan keuandsemugadirahasiakan dalam
batas-batas tertentu dan terdapat kemungkinan untekerobosnya dengan

alasan tertentu, misalnya untuk kepentingan umuml. iHi perlu dilakukan
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mengingat kerahasiaan yang tidak perlu dirahasidegat mengurangi nilai-nilai
keadilan, mengancam keamanan masyarakat dan tejalars dengan prinsip-
prinsip demokrasi

Seperti halnya di beberapa negara di dunia, perajattahasia bank di
Indonesia didasarkan pada pemikiran bahwa rahasik ftu bersifat tidak
mutlak, melainkan relatif. Pemikiran ini menganduadi bahwa terdapatnya
kemungkinan-kemungkinan untuk membuka rahasia bafdmi untuk
kepentingan umum. Terdapat tujuh alasan untuk meebatau yang dikecualikan
dari ketentuan rahasia bank sebagaimana telahr diaiam Pasal 41 sampai
dengan Pasal 45 UU Perbankan/1998, yaitu (1) ukgpkntingan perpajakan; (2)
untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yamabsudiserahkan kepada
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitiaddré&utang Negara; (3)
untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidahajrftuk kepentingan perkara
perdata antara bank dan nasabah di pengadilanynfalk kepentingan tukar
menukar informasi antar bank; (6) untuk kepentingasabah penyimpan atas
dasar permintaan, persetujuan tertulis atau kuasandsabah tersebut; dan (7)
untuk kepentingan ahli waris yang sah dari nasapahyimpan dana yang
meninggal dunia. Pengecualian tersebut bersifatdiify artinya di luar hal-hal
tersebut, bank tidak diperkenankan dengan alasapuapjuga memberikan
keterangan kepada siapa pun mengenai nasabah pamyidan simpanannya.
Jumlah pengecualian itu hanya mungkin ditambah ipab tambahan
pengecualian itu dimasukkan dalam Undang-undanbaRkan atau ditentukan
dalam undang-undang lain.

Di satu pihak, pengaturan rahasia bank dalam undadgng merupakan
suatu kepentingan umum. Hal ini disebabkan kareasia bank merupakan
public goodsyang dibutuhkan masyarakat, bahkan juga dibutuhikaiustri

%yunus HuseinRahasia Bank: Privasi Versus Kepentingan Umomgit.,him. 188-189.
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perbankan. Sedangkan di lain pihak, alasan-alastuk wikecualikan atau untuk
menerobos ketentuan rahasia bank juga untuk keygamiumum. Dalam hal ini

akan bertemu dua “kepentingan umum”. Oleh karena dengan adanya

pengecualian, maka kepentingan umum untuk mengkanabirasakan lebih

berat bobotnya dibandingkan dengan kepentingan uomtok merahasiakan. Di

sinilah timbulnya keseimbangarbalancing antara satu kepentingan umum
dengan kepentingan umum lainnya. Keseimbangan gilangksud di sini adalah

adanya keseimbangan dinamis antara kepentingan tasktu pihak dengan

kepentingan nasabah di pihak lainnya dan adanysirkbangan dinamis antara
kepentingan industri perbankan dan nasabah dipsaéik dan kepentingan umum
di bidang eksekutif, yudikatif dan legislatif sek&pentingan umum lainnya,
seperti  kepentingan penyidikan, peradilan, per@ajak pasar modal,

penyelenggaraan pemerintahan termasuk pemungutfak mn penagihan

piutang negara.

Sesuai dengan ketentuan pengecualian demi kepantungum yaitu salah
satunya untuk kepentingan Pengadilan dalam penkdana yang diatur dalam
UU Perbankan/1998, pihak polisi, jaksa atau hakampad memperoleh keterangan
dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdp&de bank setelah terlebih
dahulu memperoleh persetujuan dari Pimpinan Bankoriasia. Namun
pengecualian ini dirasakan masih menghambat petugdsk melakukan
penyidikan yang berkaitan dengan rahasia bank &amemuk memperoleh
persetujuan dari Pimpinan Bank Indonesia membutuhkaktu yang tidak
singkat sementara proses penyidikan tetap haruglderdemi kepentingan
penegakan hukum.

Sehubungan dengan upaya penegakan hukum tersebajadin timbul
pertanyaan apakah ketentuan rahasia bank sebagaidiatur dalam UU
Perbankan/1998 tetap berlaku sebagaimana adaniaibak penyidik, penuntut
umum, dan hakim yang melakukan penyidikan, penanttan pemeriksaan
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perkara tindak pidana pencucian uang? Pertanyasebté muncul karena salah
satu faktor yang telah mengakibatkan maraknya irgkéktik pencucian uang di
suatu negara dan sulitnya keberhasilan pemberanfasétik-praktik pencucian
uang tersebut adalah ketatnya rahasia bank di aggag bersangkutah Hanya
apabila kepada penegak hukum yang melakukan pé&apidipenuntutan dan
pemeriksaan tindak pidana pencucian uang diberkeatentuan pengeculian
terhadap berlakunya ketentuan rahasia bank, makdbgrantasan tindak pidana
pencucian uang dapat berhasil dilakukan.

Menyadari hal yang demikian itu, maka tim yang meeag Undang-
Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dandPamdisan Tindak Pidana
Pencucian Uang telah memberikan pengecualian kepeagidik, penuntut
umum, dan hakim untuk memperoleh keterangan mengesabah penyimpan
dan simpanannya dengan cara menyimpang dari katemahasia bank yang
ditentukan dalam UU Perbankan/1998.

Pengaturan tentang pengecualian terhadap ketem&lasia bank dalam
UU TPPU/2010 terdapat pada pasal-pasal sebagauberi
1. Pasal 28 yang menyatakan bahwa pelaksanaan ibi@wayelaporan oleh

Pihak Pelapor dikecualikan dari ketentuan kerabhasiang berlaku bagi

Pihak Pelapor yang bersangkutan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU TRRO/Pihak Pelapor

meliputi penyedia jasa keuangan dan penyedia batan@tau jasa lainnya.

Bank sebagai penyedia jasa keuangan, menurut katemti termasuk pula

sebagai Pihak Pelapor. Oleh karena itu, Bank selfagak Pelapor dalam

melaksanakan kewajiban pelaporan sesuai dengan RRURO010, telah

%sSutan Remy SjahdeinBeluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Peyalia
Terorisme Cetakan |, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 20tm. 192.
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dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlg&itu ketentuan

rahasia bank menurut UU Perbankan.

Adapun kewajiban pelaporan yang wajib disampaikkth @ank kepada

PPATK berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU TPPU/201pute

a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;

b.  Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah palinedikit Rp.
500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) atau dengata uang asing
yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalamu s@tansaksi
maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satukiega; dan/atau

c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dandseniegeri.

2. Pasal 45 UU TPPU/2010 beserta penjelasannyaanhengahwa dalam hal
melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksudm daJU
TPPU/2010, terhadap PPATK tidak berlaku ketentugmatpran perundang-
undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaarg dimaksud dengan
“kerahasiaan” antara lain adalah rahasia bank.

Ketentuan ini berlaku absolut dan mutlak dalam PRATK menjalankan

kewenangannya berdasarkan apa yang telah diammdahsal 41 ayat (1)

UU TPPU/2010. Sehingga menurut ketentuan ini, PPATBKdah

dikecualikan, sama halnya seperti Bank Indonesiauinake bank itu

sendiri. Apabila tidak dikecualikan dari ketentueehasia bank, maka
mekanisme pelaporan untuk kepentingan penyidikamdak pidana
pencucian uang, tidak akan dapat berjalan dengarba

3. Pasal 72 yang menetapkan bahwa untuk kepentipgareriksaan dalam

perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik,upgri umum, atau

%Hasil wawancara dengan Riono Budisantoso, Ketuar{gbk Hukum Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi Keuangan, pada tanggal 320&2.
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hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk merdrerketerangan

secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari:

a. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepadhyipé;

b. tersangka; atau

c. terdakwa.

Ayat (2) menetapkan bahwa dalam meminta keteranggragaimana

dimaksud pada ayat (1) di atas, bagi penyidik, pariwumum, atau hakim

tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-uncangmg mengatur

rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lai

Sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan (2)TBPU/2010,

ketentuan rahasia bank juga dikecualikan dalam d#hkukannya

pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencuaag wleh penyidik,

penuntut umum, atau hakim terhadap Pihak Pelamar bank, sehingga

dapat diperoleh keterangan secara tertulis mendgeada Kekayaan dari

orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada pmkkyiatau Harta

Kekayaan dari tersangka atau terdakwa.

Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud patdlayd atas harus

diajukan dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

a. nhama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atim;

b. identitas orang yang terindikasi dari hasil mmlatau pemeriksaan
PPATK, tersangka, atau terdakwa,;

c.  uraian singkat tindak pidana yang disangkakaun didakwakan; dan

d. tempat Harta Kekayaan berada.

Pengajuan permintaan keterangan secara tertulis desertai dengan:

a. laporan polisi dan surat perintah penyidikan;

b. surat penunjukan sebagai penuntut umum; atau

C. surat penetapan majelis hakim,

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris.... Tri TheresadrarigH Ul, 2012

Tinjauan yuridis..., Tri Theresa Tarigan, FHB Ul, 2012.



98

dan harus ditandatangani oleh:

a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia #&tepala Kepolisian
Daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyildik Kepolisian
Negara Republik Indonesia;

b. Pimpinan instansi atau lembaga atau komisindatal permintaan
diajukan oleh penyidik selain penyidik Kepolisiaregdra Republik
Indonesia;

c. Jaksa Agung atau Kepala Kejaksaan Tinggi dataipermintaan
diajukan oleh jaksa penyidik dan/atau penuntut umatau

d. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yagrgangkutan,
dengan tembusan kepada PPATK.

Dalam kaitannya dengan kewajiban bank sebagai PPelapor, UU
TPPU/2010 tidak hanya mengatur mengenai pengeoud#ie ketentuan rahasia
bank, tetapi juga mengatur mengenai perlindunguruerhadap bank tersebut.
Pasal 5 UU TPPU/2010 mengatur bahwa perbuatan yaegerima atau
menguasai penempatan, pentransferan, pembayalah, Bumbangan, penitipan,
penukaran atau menggunakan Harta kekayaan yandaldikeya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagairdanaksud dalam Pasal 2
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling |&ngigma) tahun dan denda
paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rbjpi Namun terhadap Pihak
Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporanntete Pasal 5 ayat (1) ini
telah dikecualikan.

Maksud dari pengaturan Pasal 5 UU TPPU/2010, petakeundang-
undang tidak hanya membebani tapi juga memberikdmpungan kepada Pihak
Pelapor. Dengan seseorang melaporkan, dia sudatdtgigi dan dianggap tidak
lagi terlibat. Dalam prakteknya, seperti bank tegtumenerima, menggunakan

serta dapat patut diduga melakukan perbuatan-pargabagaimana disebutkan
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dalam Pasal 5. Akan tetapi karena bank tersebuwthsutelaporkan ke PPATK

maka dia tidak bisa lagi dikenakan san¥si.

B. Pengecualian Ketentuan Rahasia Jabatan Notaris

Di negara-negara seperti Perancis, Romania, KanBdhgia, Belanda,
Spanyol, Italia, dan Australia, Pihak Pelapor yamjib menyampaikan Laporan
Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) telah dipasl hingga mencakup
profesi professiof dan penyedia barang dan ja&tesignated non-financial
businesg Hal ini disebabkan oleh semakin beranekanya modperandi
pencucian uang, dan sejalan dengavised40+9 FATF Recomendationgang
juga mewajibkamon financial businesdgan professionsepertilawyer, Notaris,
akuntan publik, pedagang permata dan agmal estateuntuk menjadi pihak
pelapor transaksi keuangan mencurigakan dalam @&angiencegah dan
memberantas tinda pidana pencucian uang.

Menurut Muhammad Yusuf selaku Kepala PPATK, idaukmhemasukkan
profesi pengacard@lawyer), akuntan publik dan Notaris sebagai Pihak Pelapor
bukan tanpa kajian akademis, apalagi didasarkaa [mgpka yang kacau. Selain
atas pertimbangan tersebut, pihak-pihak seperfepralan penyedia barang dan
jasa merupakan pihak yang cukup strategis memlenkiormasi mengenai
unusual transaction,dan dinilai memiliki karakteristik kegiatan usalyang
berbeda. Profedawyer, Notaris dan akuntan, sesuai dengan sifat aktiwias
dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya pencucarg unelalui penggunaan
perjanjian-perjanjian legal, sepettust dan corporate vehiclesDemikian pula,
pelaku kriminal mungkin juga akan berusaha menggmmgasa profesi untuk

melakukan transaksi ilegal sehingga menyulitkan detgksinya atau dengan

SIbid.
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menggunakan rekening atau atas ndavayer, akuntan publik, Notaris untuk

memasukkan dana haramnya ke dalam sistem perbahkan.

Dalam pembahasan oleh Panitia Kerja mengenai RgananUU
TPPU/2010 sebelumnya, mengenai ide memasukkan sprdfetaris sebagai
Pihak Pelapor ke dalam UU TPPU/2010, menimbulkandan kontra diantara
anggota panitia, yaitu sebagai beriut:

v' Pihak yang setuju agar profesi Notaris dimasukkelragai Pihak Pelapor
didasarkan pada pemikiran bahwa adanya kemungkimag terjadi bahwa
seorang Notaris diminta mewakili klien-nya untuk mpersiapkan atau
melakukan transaksi yang mencurigakan seperti hell real estate;
mengelola uang, saham atau asset lainnya miliknkineanajemen bank,
tabungan atau saham; organisasi kontribusi untuidigen, operasional
atau manajemen perusahaan; pendirian, operasitmaln@anajemen legal
person atau legal arrangement dan jual beli badahau Sehingga dalam
hal ini jika Notaris melakukannya, maka Notarissésut sebagai Pihak
Pelapor atau wajib melaporkan mengenai transaksg yaencurigakan
kepada PPATK, sedangkan jika tidak dilakukan, kévaam pelaporan
menjadi ditiadakan.

v Berbeda pendapat dengan pihak yang tidak setuju gdesi Notaris
sebagai Pihak Pelapor yang menyatakan bahwa Notassai dengan
sumpah jabatannya adalah pihak yang independen tataki memihak.

Notaris dalam menjalankan profesinya tidak boleauatiilarang untuk

“Rully Ferdian, “Pengacara, Akuntan Publik dan NetaVajib Lapor Ke PPATK?”,
http://www.infobanknews.com/2012/01/pengacara-akuHiublik-dan-notaris-wajib-lapor-ke-
ppatk/,diunduh tanggal 10 Mei 2012.

®pPPATK dan Setien DPR RIMemorie Van Toelichting: Pembahasan Rancangan
Undang-Undang Tentang Pencegahan dan PemberaniEisaak Pidana Pencucian UanBuku
Dua, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pusat PelaporarAdalisis Transaksi Keuangan (PPATK),
2011), him. 390-394.

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris.... Tri TheresadrarigH Ul, 2012

Tinjauan yuridis..., Tri Theresa Tarigan, FHB Ul, 2012.



101

bertindak mewakili klien-nya melakukan transakstukndan atas nama
klien. Notaris juga dianggap tidak memiliki kapasituntuk menganalisa
apakah suatu transaksi yang dilakukan oleh kliem-tgrmasuk suatu
transaksi mencurigakan atau tidak. Untuk itu sebak Notaris tidak
dijadikan sebagai Pihak Pelapor dalam UU TPPU/20#0 karena tidak
sejalan dengan tugas dan kewenangan Notaris séPejghiat Negara.

Profesi Notaris berdasarkan perumusan UU TPPU/2@bagai hasil akhir

pembahasan panitia kerja tersebut di atas, memalnghbmenjadi pihak pelapor

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Akan tetagiykudapat mengakomodir
apa yang telah direkomendasikan oleh FATF, dalamT®®U/2010 telah diatur

beberapa ketentuan yang dapat dijadikan dasarfs24TK dalam melaksanakan

fungsi pencegahan dan pemberantasan TPPU, yasgadierikut:

a.

Pasal 41 ayat (1) huruf a jo. ayat (2) UU TPRW mengatur bahwa
PPATK berwenang meminta dan mendapatkan data danmiasi dari

instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yamgilikiekewenangan

mengelola data dan informasi termasuk dari instaesnerintah dan/atau
lembaga swasta yang menerima laporan dari profegentu. Dalam

menyampaikan data dan informasi oleh instansi pemtaér dan/atau
lembaga swasta kepada PPATK, dikecualikan darinkes® kerahasiaan.
Yang dimaksud dengan “lembaga swasta” antara laosiasi advokat,
asosiasi Notaris, dan asosiasi akuntansi. Sedangkamn dimaksud dengan
“profesi tertentu” antara lain advokat, konsultadamg keuangan, Notaris,
pejabat pembuat akta tanah, dan akuntan indepénden.

Berdasarkan ketentuan ini, PPATK diberikan keweaangntuk meminta
data dan informasi dari asosiasi Notaris yang mergerlaporan dari

Notaris, agar dapat menjalankan fungsi pencegalzen pgmberantasan

“Indonesia (e)pp.cit.,psl. 41 ayat (1) huruf a jo. Pasal 41 ayat (2) tiageenjelasannya.
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TPPU. Kewenangan ini juga telah mengecualikan ketn mengenai
kerahasiaan yang dalam hal ini adalah ketentuaasiaabatan Notaris.
Pasal 45 UU TPPU/2010 jelas dinyatakan bahwandainelaksanakan
kewenangannya, terhadap PPATK tidak berlaku ketentyperaturan
perundang-undangan dan kode etik yang mengatuh&sieen. Jadi segala
aturan yang mengatur kerahasiaan termasuk diagtaramasalah
kerahasiaan pajak, kerahasiaan bank dan rahasitafablotaris termasuk
kode etik Notaris, dapat dikecualikan dengan ad&eyantuan Pasal 45 UU
TPPU/2010. Hal ini juga sebenarnya agar PPATK dapalaksanakan
kewenangan sebagaimana telah diatur dalam Pasabyal (1) UU
TPPU/2010 dimana menurut pasal tersebut PPATK bexmge meminta
dan mendapatkan data informasi dari instansi pewnadridan/atau badan
swasta yang memiliki kewenangan mengelola dataifarmasi termasuk
dari instansi pemerintah dan atau badan swastay@merima laporan dari
profesi tertentu. Sebetulnya ini menjadi semacamgensasi dari tidak
dimasukkannya pihak profesi itu tersebut sebagaaPPelapor. Dengan
adanya pasal 41 ayat (1) ini, maka PPATK dapat mimnformasi dari
asosiasi pengacara, asosiasi Notaris atau asakiasian publik-®

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tdiaturnya ketentuan

pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank @iasiagjabatan Notaris dalam

UU TPPU/2010 dalam rangka memberantas dan mencégdak pidana

pencucian uang di Indonesia, maka persetujuarPii@pinan Bank Indonesia dan

Majelis Pengawas Daerah Notaris tidak diperlukgn la

1%%asil wawancara dengan Riono Budisantoso, Ketuar{ebk Hukum Pusat Pelaporan

dan Analisis Transaksi Keuangan, pada tanggal 320&2.
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PENUTUP

Simpulan

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang bedarbulengan keuangan dan
hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelazigunia perbankan tidak
boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak madsta Salah satu unsur
yang harus dimiliki oleh setiap bank sebagai lerabegpercayaan masyarakat
yang mengelola dana masyarakat adalah unsur rabaska Ruang lingkup
rahasia bank pada saat diundangkannya Undang-umtlamgr 7 Tahun 1992
sangatlah luas yaitu meliputi nasabah penyimpaa,daasabah peminjam dana
dari bank dan nasabah pengguna jasa bank. Namug firegkup tersebut
menjadi dipersempit dengan hanya meliputi nasabahyimpan dana dan
simpanannya berdasarkan perubahan terhadap UnddaggiNomor 7 Tahun
1992 sebagaimana telah diatur dalam Undang-undangoN10 Tahun 1998.
Konsekuensi logis tindakan pelanggaran terhadagnketin rahasia bank
adalah dikenakan sanksi, kecuali undang-undang mhgen lain. Kerahasiaan
bank dapat dibuka dan dikecualikan dari pengenaakss apabila kepentingan
umum menghendaki dan atas ijin atau persetujuaaraeertulis dari Pimpinan
Bank Indonesia. Ketentuan rahasia bank tidak héeyaku kepada pengurus

dan pegawai bank, akan tetapi berlaku juga terhaullagk terafiliasi yang
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merupakan pihak yang memberikan jasanya kepada Yyeamdk dalam hal ini
Notaris dapat termasuk didalamnya. Notaris sebpgg@bat negara dalam
menjalankan tugas jabatannya memiliki kewenangam kkwajiban untuk
menyimpan rahasia jabatan mengenai akta dan sdgakrangan yang
diperolehnya dalam pembuatan akta. Kewenangan dewajikban ini
didasarkan pada ketentuan-ketentuan Pasal 4, Pé&sayat (1) huruf e dan
Pasal 54 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 teniabgtan Notaris.
Notaris juga memiliki kewajiban untuk mengajukammehonan kepada hakim
agar dibebaskan dari kewajiban memberi keterangbhagai saksi mengenai
segala hal yang dipercayakan kepada Notaris olemrigta, terkait dengan
perkara perdata maupun pidana atau apa yang didenghn hak ingkar. Akan
tetapi, apabila terjadi suatu perkara pidana damyigkk, penuntut umum
maupun hakim (penegak keadilan) memerlukan buktiggeakta yang terdapat
pada Notaris maka mereka dapat meminta Notarikunambuka kerahasiaan
aktanya setelah memperoleh persetujuan atau rfulisedari Majelis Pengawas
Daerah Notaris. Sedangkan dalam hal penyidikarkuli@n terhadap Notaris
sebagai pemberi jasa kepada bank (pihak terafiliasituk dapat membuka
kerahasiaan atau agar ketentuan mengenai rahaskadaam rahasia jabatan
Notaris tidak dilanggar, penegak keadilan wajib nmtan persetujuan dari
Majelis Pengawas Daerah Notaris yang akan memberpersetujuannya
setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan darpiRan Bank Indonesia
(berlakunya asabex specialis derogate lex generalis atau ketentuan rahasia
bank yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentafasia jabatan
notaris yang bersifat umym

Untuk mengurangi hambatan dalam memberantasntarcegah maraknya
tindak pidana pencucian uang di Indonesia sertakukepentingan penegakan
hukum yang lebih tinggi, maka dalam Undang-undaogndr 8 Tahun 2010
tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak He@acacian Uang telah
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diatur beberapa ketentuan mengenai pengecualiahad@p ketentuan
kerahasiaan. Bank sebagai Pihak Pelapor wajib umtelakukan kewajiban
pelaporan dengan membuka kerahasiaan bank ataumpamg dari ketentuan
rahasia bank agar proses penyidikan tindak pidasrecycian uang tidak
terhambat dengan proses pengajuan dan penerimesgtypgan dari Pimpinan
Bank Indonesia. Begitu pula halnya dengan prosethpkaan rahasia jabatan
Notaris yang memerlukan persetujuan Majelis Pengdbaerah Notaris, telah
pula dikecualikan dalam hal dilakukannya penyidikarhadap tindak pidana
pencucian uang, meskipun profesi Notaris tidak glisiasukkan menjadi pihak
yang wajib melakukan pelaporan seperti halnya ba#dudukan rahasia
jabatan Notaris dalam perkara tindak pidana peaoucuang, dapat
dikesampingkan bilamana kepentingan hukum ataskdibia rahasia jabatan
Notaris ini lebih tinggi dibandingkan dengan keegen Notaris untuk tetap

menjaga rahasia jabatannya.

Saran

Pengaturan rahasia bank dipandang telah culemglimiung proses penyidikan,
penuntutan dan peradilan perkara pidana, namun raleajadi lebih baik jika

ruang lingkupnya lebih diperluas yaitu meliputi alash penyimpan dana,
nasabah pengguna jasa bank dan nasabah peminjam kicuali untuk

nasabah peminjam dana yang memitilack record yang kurang baik atau
macet. Ketentuan untuk dapat membuka rahasia bertdlafarkan persetujuan
Pimpinan Bank Indonesia diharapkan dapat lebihnggenakan dengan cara
mempersingkat waktu pemberian ijin. Begitu pulanfialdengan jangka waktu
perolehan ijin dari Majelis Pengawas Notaris sefgak dapat lebih

dipersingkat sehingga dalam proses penyidikan damélotaris sebagai

pemberi jasa terhadap bank, pihak penyidik, petuataupun hakim dapat
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segera memperoleh ijin atau persetujuan yang ledpiat, baik dari Pimpinan
Bank Indonesia maupun dari Majelis Pengawas Notdbalam hal ini
kepentingan umum atau penegakan hukum akan dédyiadietamakan.

Agar Notaris terhindar dari tuntutan perdataipuen pidana dalam menjalankan
tugas jabatannya, terutama tuntutan terhadap tipiddna pencucian uang,
sebaiknya Notaris memiliki pengetahuan yang cukups | untuk dapat
menganalisa dengan baik transaksi yang dituangkalamd akta Notaris.
Menurut pendapat penulis, salah satu cara yang ddpkukan Notaris adalah
dengan meminta kepada kliennya untuk membuat daramdatangani suatu
dokumen yang menyatakan bahwa transaksi yang d##akwan hendak
dituangkan dalam akta tersebut bukanlah transalsj perkaitan atau sebagai
hasil dari tindak pidana atau pencucian uang. $elela, Notaris
berkewajiban untuk menjelaskan dengan baik makandwjuan dari dibuatnya
dokumen pernyataan tersebut untuk dapat membekiygakinan dan kepastian
kepada klien sehingga dikemudian hari tidak adakpyang merasa dirugikan.
Untuk menghindari kesimpangsiuran, penyalahgandan penyebarluasan
informasi yang bersifat rahasia bank serta untulptemenjunjung tinggi
rahasia jabatan Notaris, diperlukan suatu prodalang-undang yang mengatur
secara tersendiri mengenai pengecualian ketenttzesia bank dan rahasia
jabatan Notaris yang baku dan tidak bervariasiasedak diatur di berbagai

undang-undang seperti halnya sekarang ini.
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